BUPATIENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR || TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE

Menimbang:

Mengingat :

TAHUN 2025 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan
masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah
otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ende Tahun 2025 - 2026;

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkatl
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

NO!



Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiPembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5
{lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende
yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta
evaluasi kinerja.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya ...




10.

11

13

13.

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus
dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima)
tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan
hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang atau jasa.

14. Anggaran ...



(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan

daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BABIIl
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan maksud
untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang
perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis
strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan
publik.

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah setiap tahun.

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang Kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA) disetiap bidang.

c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang
perencanana, penelitian dan pengebangan di Kabupaten Ende.

d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas
dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga terjadi
sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan
bidang perencanan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program
strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal ...




(1)

(2)

Pasal 5
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026 memuat

dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.

Sistematika Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 1lI Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV  Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB Vi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Pasal 6

Sistematika Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(1)
(2)

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan
semua personil aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sektor
terkait untuk membangun komitMen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program

prioritas.

Pasal 8

Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala DPMD untuk diverifikasi.
Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala DPMD diajukan ke

Bagian Hukum untuk proses penetapan Menjadi Peraturan Bupati.

(3) Kepala ...




14.

15.

16.

17.

18.

19

20.
21.
22.
23.

24.

25,

26.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan Tahun 2024.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi,

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan
pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan,
serta mengolah data pembangunan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Ende.

BAB 11
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1} Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional.

(2} Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan ...



(3) Kepala DPMD menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada semua, Pejabat Administrator dan

Pelaksana lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

BAB Vi
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

(1} Kepala DPMD melalui masing-masing Pejabat Administrator melakukan
pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. kebijakan perencanaan;
b. pelaksanaan; dan

c. evaluasi.

Pasal 10

(1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran agar program dan kegiatan sesual dengan kebijakan yang
ditetapkan bersama.

(2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat
Administrator lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi
realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses
pelaksanaan kegiatan.

(3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada
Kepala DPMD melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda sub
koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh

Sekretaris.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal ...




(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 11
Kepala D P M D melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
a. Pelaksanaan Kegiatan Program DPMD; dan

b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 12

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-
masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah; dan

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing
Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 13

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi perubahan yang mendasar, atau

b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

Perubahan Rensra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra

dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau

berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal...




Pasal 15
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31

Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIiI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
al 15 Mareb 2024

pada tan

Diundangkan di Ende
pada tanggal 2.§ W\@V‘b{? 2024
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
penyelenggaraanNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Rencana Stratrgis ( RENSTRA ) Tahun 2025 - 2026 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
( RPJPD ) tahun 2005 -2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD) Tahun 2019 - 2024, serta Peraturan Bupati Ende
Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Ende tahun 2025 - 2026 maka telah disusun Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah { RENSTRA OPD) dengan mengacu pada RPJMD.

Rencana Strategis ({ RENSTRA ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Ende merupakan Dokumen teknis perencanaan 2 ( Dua )
tahunan yang memuat Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegitan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahunan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ( DPMD ). Diharapkan Renstra tersebut dapat menjadi
pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan —tahapan yang telah
ditetapkan secara konsisten untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat
dan desa serta mempercepat penurunan jumlah penduduk yang hidup
dibawah garis kemiskinan sekaligus juga sebagai indikator kinerja yang
akan dinilai pada akhir tahun anggaran selama 2 ( dua) tahun.

Kami sadar bahwa penyusunan Renstra ini masth jauh dari yang dihaarapkan,
sehingga usul saran dan kritikan yang membangun kami harapkan, guna
penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende ke depan.

Ende, 2024
% 'An. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ende
Sekretaris,

CHRISTIANA FARIDA MUDA MITE, ST
PEMBINA TK. 1

NIP. 19721126 199903 2 007




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan
jenjang perencanaan yaitu pefencanan jangka panjang, peréncanaan
jangka menengah maupun pefencaan tahunan. Untuk setiap Daerah
(Kabupaten /Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pada tataran perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ende Tahun 2025 - 2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajb yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dan
berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023
dan Daerah Otonomi baru.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende menyusun Pedoman Pelaksanaan
kegiatan 2 tahunan dalam bentuk Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
sebagai dokumen antara setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah—daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara




10.

11.

12,

13.

Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 16355);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 ahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 ahun 2014;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);

Undung- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

[}




14.

15.

16.

LE.

18.

19.

20,

21,

24.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
Peraturan Menteri Desa dan PDT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Rl Tahun 2015
Nomor 296);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun
2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyeluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Ende Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kab. Ende

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun
2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019 — 2024.

Peraturan Bupati Ende Nomor. 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende;

Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026.




1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dart penyusunan dokumen Renstra  Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 adalah untuk

memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian

program Pemerintah Kabupaten Ende. Sebagai suatu dokumen
perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terutama level pimpinan

sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode

2025 - 2026 dan didalamnya tertuang kebijakan - kebijakan yang perlu

ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Perubahan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah :

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende setiap tahun.

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende yang kemudian dituangkan ke
dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

¢. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RENSTRA dengan
dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai
pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan
pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga
betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam
rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

e. Melakukan analisis kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan
pembangunan daerah yang menjamin tercapali pemanfaatan sumber
daya secara optimal tersebut diatas.

f. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga

terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 - 2026.



1.4. Sistimatika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN
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1.4. Sistematika Penulisan
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2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.

3.2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ende
4.2. Cascading Kinerja
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BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANBAB VIil
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BAB I1
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende
(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaiman telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ende ( Lembaran Daerah Kabupten Ende Tahun 2021
Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6, serta
Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende, tugas, fungsi
dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ende adalah :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.2 Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa menyelenggarakan fungsi

a. Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

b. Pelaksanan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;,

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

d. Pelaksaan Administrasi Dinas ;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ende ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor




47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ende, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri
dari:
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh wunsur
organisasi di lingkungan Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
b) Penyusunan rencana program dan anggaran;
c) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendeharaan, akuntansi
dan verifikasi; dan
d) Penyelenggaraan urursan ketataushaan, kerumahtanggaan,
kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.
Susunan Organisasi sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan
3) Kelompok Jabatan Fungsional
1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan,
urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan
pengelolaan barang milik daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a) Pelaksanaan urusan persuratan;
b) Pengelolaan dokumen dan kearsipan;
c) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor;

d) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik
daerah;

€) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;

f) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan




g Pengelolaan kehumasan.

2 } Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan

bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan

pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian

keuangan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan,;

b) Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan
pembukuan keuangan,

) Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;

d} Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawal;

€) Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan

f) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan.

3.) Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan  Koordinasi,
Penyusunan Program dan Anggaran, melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan program dan anggaran, melaksanakan
penyiapan pelaporan Kkinerja, melaksanakan penyiapan dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan

anggaran.

b. Bidang terdiri atas :

1)

2)

3)
4)

1.

Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong
Masyarakat Desa

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana
Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa

Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisl dan Gotong Royong
Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong

mempunyai  tugas melaksanakan perumusan  kebijakan,




pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan

supervisi, monitoring serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelayanan dasar, kesejahteraan sosial masyarakat desa,
pengembangan nialai tradisi adat dan budaya gotong royong dalam
pengelolaan media informasi bagl masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang

Pelayanan  Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong

menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakatadat
dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses
informasi masyarakat;

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat
dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses
informasi masyarakat,

¢) Penylapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan
masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial serta
pengembangan akses informasi masyarakat;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan
pengelolann pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat
dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses
informasi masyarakat;

€) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat
dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses
informasi masyarakat;

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik

secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sub Koordinator Substansi Pelayanan Dasar dan
Pengembangan Akses Informasi Masyarakat.
Sub  Koordinator  Substansi Pelayanan Dasar dan
Pengembangan Akses Informasi Masyarakat mempunyai tugas

menyusun kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan




Supervisi, serta Monitoring dan evaluasi di Bidang Pengelolaan
Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Bahan Media Akses
Informasi Bagi Masyarakat Desa.

2. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosjal dan
Kesejahteraan Masyarakat.
Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial dan
Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas Menyusun
Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan
Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi di Bidang
Pengelolaan Perlindungan Sosial Dasar dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Masyarakat Desa.

3. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Tradisi Adat dan
Budaya Gotong Royong Masyarakat.
Sub Koordinator Substansi Pengembangan Tradisi Adat dan
Budaya Gotong Royong Masyarakat mempunyai tugas
Menyusun Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi,
Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta Monitoring dan Evaluasi
di Bidang Pengelolaan Pengembangan Tradisi Adat dan Budaya
Gotong Royong Masyarakat Desa.

2. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa,

Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana
Prasarana dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitOring,
evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha
Milik Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa,perdagangan
desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat de€sa, sarana
prasarana pendukung ekonomi desa, pendayagunaan pengelolaan
sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air,
pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana
Prasarana dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

a) Memverifikasi dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan

bahan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan Badan
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b)

d)

Usaha Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik
Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi
masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi
desa, pendayagunaan pengelolaan sumber daya air,
pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat
guna;

Memimpin, mengkoordinasikan, = mempromosikan dan
memverifikasi penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik
Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa,
perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat
desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa,
pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan,
maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;
Memverifikasi dan mengevaluasi penyiapan penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan
pengelolaan  kelembagaan Badan Usaha Milik Desa,
pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, perdagangan
desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana
prasarana pendukung e¢konomi desa, pendayagunaan
pengelolaan sumber daya air, pertanahan, maritim,
lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;

Memimpin pemberin bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik
Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa,
perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat
desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa,
pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanghan,
maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;
Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Bdan Usaha
Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa,
perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat
desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa,
pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan,

maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;
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g

Memimpin pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha
Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa,
perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat
desa, sarana prasarana pendukung e¢konomi desa,
pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan,
maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik

secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

B

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kelembagaan
Usaha Ekonomi Masyarakat.

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kelembagaan
Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan
Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta
Monitoring dan Evaluasi Bina Pengelolaan Pelaksanaan

Kelembagaan Bum Desa.

Sub Koordinator Substansi Pembangunan, Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdesaan.

Sub Koordinator Substansi Pembangunan, Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdesaan mempunyai tugas
Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan,
Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan
Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi Bina Pengelolaan
Sarana Prasarana Perdesaan.

Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Teknologi Tepat
Guna Perdesaan.

Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Teknologi Tepat
Guna Perdesaan mempunyai tugas Melaksanakan Penylapan
Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air, dan Pertanahan,
Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan,
dan Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa.
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3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
mempunyai tugas memverifikasi perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan
supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
pengembangan  kapasitas masyarakat desa, pengelolaan
perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat desa,
advokasi peraturan desa serta kerja sama antar desa dan
kemitraaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa

menyelenggarakan fungsi :

a) Mengkoordinasikan dan memverifikasi bahan perumusan
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan
pedesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan
perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

b) Memverifikasi penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan
perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan
perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

¢) Memimpin pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan,
pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan
pembangunan ekonomi kawasan perdesaan,;

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan,
pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan
pembangunan ekonomi kawasan perdesaan,;

€) Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan
supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan
fasilitasi pembelajaran masyarakat desa;

f) Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi,

bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi
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h)

bina pengelolaan pendampingan dan kaderisasi masyarakat
desa;

Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi,
bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi
bina pengelolaan perencanaan dan pembangunan partisipatif;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.

Sub  Koordinator Substansi Pengembangan  Kapasitas
Masyarakat Desa.

Sub Koordinator Substansi Pengembangan  Kapasitas
Masyarakat Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan
Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta Monitoring
dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Pengembangan Kapasitas
dan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengelolaan Fasilitasi
Pembelajaran Masyarakat Desa, Pengelolaan Fasilitasi Advokasi
Hukum, Pengelolaan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Pengelolaan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengelolaan
Pendampingan  danKaderisasi Masyarakat Desa dan

Pengelolaan Fasilitasi Pembela jaran Masyarakat Desa.

Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa.

Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa mempunyai tugas Menyusun
Bahan Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan
Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta
Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan
Pembangunan Partisipatif, Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Partisipatif Masyarakat aserta Penyiapan Bahan
Pemantapan Data Profil Desa sesuai Prosedur dan Ketentuan
yang berlaku.

Sub Koordinator Substansi Advokasi Peraturan Desa, Kerja

Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa.
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Sub Koordinator Substansi Advokasi Peraturan Desa, Kera
Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa mempunyal tugas
Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi,
Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi
Bina Pengelolaan Fasilitasi Kemitraan, Fasilitasi Kerja Sama

Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

4. Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas memverifikasi
penyiapan perurmnusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan  koordinasi, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
serta fasilitasi di bidang penamaan dan kode desa, evaluasi
perkembangan desa, fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur
desa dan BPD, fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan
desa, keuangan dan aset pemerintahan desa, peraturan desa,
kelembagaan desa dan kerja sama desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimksud Bidang

Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

a) Mengkoordinasikan  penyiapan  perumusan  kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan
fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa,
penataan kewenangan desa, urusan pemerintahan, produk
hukum desa dan administrasi pemerintahan desa;

b} Memuverifikasi penyiapan dan pelaksanaan penyusunan norma
standar, prosedur, pembinaan umum, bimbingan teknis,
supervisi pemantau, evaluasi dan fasilitasi pengembangan
kapasitas aparatur desa;

c¢) Mengkoordinasikan verifikasi penyiapan penyusunan norma,
standar, prosedur, melaksanakan pembinaan umum,
perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang fasilitasi
pengembangan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa,
pelaksanaan fasilitasi teknis musyawarah desa dan kerja
sama pemerintahan desa;

d) Mengkoordinasikan verifikasi bahan penyiapan perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur,
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h)

monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan desa, sumber
pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa
dan sistem informasi keuangan dan aset desa;

Memimpin pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi keuangan desa,
sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan
aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan standar, prosedur dan pelaporan
di bidang evaluasi perkembangan desa kelurahan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi
perkembangan desa, penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan
supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan
advokasi kewenangan dan peraturan desa;
Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakaan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta
monitoring dan evaluasi bian pengelolaan analisis dan

penyusunan peraturan desa.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.

Sub Koordinator Substansi Penataan dan Administrasi
Pemerintahan Desa.

Sub Koordinator Substansi Penataan dan Administrasi
Pemerintahan Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan
Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring
dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, Penataan Desa dan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Sub Koordinator Subsatansi Pengembangan Kapasitas
Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan
dan Kerja Sama Desa.

Sub Koordinator Subsatansi Pengembangan Kapasitas
Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan
dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas menyusun Bahan

Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
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Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring
dan Evaluasi di Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur

Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan dan Kerja

SamaDesa.

Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Keuangan dan Aset
Pemerintahan Desa.

Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Keuangan dan Aset

Pemerintahan Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan

Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring
dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan

Keuangan Desa dan Aset Desa.

Untuk mengetahui struktur Organisasi DPMD Kabupaten Ende, dapat
dilihat pada halaman berikut.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPETEN ENDE

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN KELOMPOK
UMUM DAN KEUANGAN JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNSIONAL

v

v

v

v

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEMERINT AHAN
SOSIAL DASAR LUSAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA
TRADISI DAN MASY. DAN
GOTONG ROYONG DESA,SARANA KELEMBAGAAN
MASY ARAKAT PRASARANA DAN DESA
DESA TEKNOLOGI TEPAT
GUNA
KELOMPOK. KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNSION AL FUNSIONAL FUNSIONAL FUNSIONAL

UPT
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah 1 (satu) orang eselon II, 5
(lima) orang eselon IIl terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat)
orang kepala bidang, serta 15 (lima belas) orang eselon IV terdiri dari 2
orang Kepala Sub Bagian dan 13 orang Pejabat Fungsional. Dalam
pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa juga didukung oleh 9 orang staf fungsional umum

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jabatan

No |Jabatan Eselon :JI:lr)r; lte;}; Ketera‘u'fgan
Defenitif | PLT | Lowong
1. | Kepala Dinas II-b - - - >
2. ‘ Sekretaris I-a 1 1 ; - .
3. | Kepala Bidang I-b 4 4 - -
4. | Kepala Sub Bagian IV-a 2 ) ol n
6 P o (| Wi 13 12 . i
Jumlah 20 19 L = .

Sumber data kepegawaian Januari 2024

Komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ende berdasarkan tingkat pendidikan : pasca sarjana (S2) 3
orang, sarjana (S1) 19 orang, Diploma (D3} 3 orang, dan yang
berpendidikan SLTA sebanyak 5 orang seperti tertera pada tabel 2.2

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Penddikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Strata 2 (32) 2 orang
2. |Strata l (S1) 19 orang
h3. Sarjana Muda (D3} 3 orang
4. |SLTA 5 orang
Jumlah 29 orang
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Sumber data kepegawaian Januari 2024

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :

Utama Muda (IV-c) 1 orang, Pembina Tk. I (IV-b) 1 orang Pembina (IV-a)
4 orang, Penata Tingkat I (IlI-d) 11 orang, Penata (lll-c) 2 orang, Penata
Muda Tingkat I (lll-b) 5 orang, Penata Muda (llI-a) 4 orang, Pengatur Tk I
(II-d) 1 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2
orang untuk mendukung peningkatan pelaksanaan Kegiatan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende dibantu Tenaga

Honorer 2 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat/ Golongan

He Pangkat/ Golongan Jumlah
1. | Pembina Utama Muda (IV-c) 1 orang
2. | Pembina Tingkat I (IV-b) 1 orang
3. | Pembina (IV-a) 4 orang
4. | Penata Tingkat I (III-d) 11 orang
S. | Penata (Ill-c) 2 orang
6. | Penata Muda Tk. I (III-b) 5 orang
_7. Penata Muda (Ill-a) 4 orang
8. | Pengatur Tingkat I (1I-d) 1 orang
9. | Pengatur (II-c) =
_1-0. Pengatur Muda tingkat I (II-b) --
—11. Pengatur muda (II-a} N --
12 Ilz?rglig:i(;’;g;;ﬁntah dengan Perjanjian 2 orang
13 | Tenaga Honor 2 orang
Jumlah 33 orang

Sumber data kepegawaian Januari 2024
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2.2.2. Sumber Daya Pendudukung {Sarana Prasarana)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 2 (dua) tahun
kedepan perlu dilakukan pemeliharaan, perbaikan maupun
pembangunan serta pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran
antara lain Pembangunan Gedung kantor, pengadaan alat angkut /
kendaraan dinas, dan pengadaan barang inventaris kantor / rumah
tangga, alat studio / komunikasi.

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah sebagai

berikut:
Tabel 2.4
Data Sarana-prasarana DPMD Kabupaten Ende
No Jenis Sarana Prasarana Luas/Jumlah Keterangan
1 [Luas tanah * ) 1500 m*
2 Gedung 2 unit (gedung kantor * 300 m? 612 m? 2 lantai
dan gedung ruang Praktek TTG
3 Kendaraan roda empat (Dathatsu Hiline) 1 Unit Kondisi Rusak
4 [Kendaraan Roda dua 15 Unit Kondisi 5 baik, 10
= buah rusak berat
5 Meja keria, Meja Rapat 65 buah Kondisi baik
6 |Lemari dan rak arsip/Filing kabinet 38 Unit | Kondisi baik
7 Kursi 43 buah Kondisi baik
8 White board 2 buah Kondisi baik
9 Papan Pengumuman 14 buah | Kondisi baik
10 [Pesawat telepon dan Faximile o 1 Unit Kondisi baik
11 Komputer Desktop 8 unit Kondisi baik
12 AC N 2 Unit Kondisi baik
13 Televisi 1 buah Kondisi baik
14 Wireless 2 Unit Kondisi baik
15 Microphone 4 buah Kondisi baik
16 Hard disk - 1 buah | Kondisi baik
17 [Layar Film 1 buah | Kondisi baik
18 Printer 20 buah Kondisi baik
19 [Laptop 27 buah | Kondisi baik

Sumber: DPMD Kab. Ende Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Ende
Untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Capaian Sasaran
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Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende periode 2019 - 2024. Capaian
target IKK Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Peloyanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende

T Target Remstra Perangkat Daerch Tahun ke Redlisasi Capaian Tahun Ke
No Indikator Kinerja Sesuol Tugas dom Fungsi | Torget | Torget In dihatg ¥
Perangkot Daerah NSPK KK Lok
2020 2021 022 2023 2024 2020 2021 2022 2023

Kemandirian Desa 2 2 2 2 2

. E‘:"i“"h“t“”“ Keberdayaan Lembaga s . . 20 % 40 % 60% 80 % 100 % 100% 50% " .
onomi

- g;’g”gh"t"w Keberdayaan Masyarakat . . " 1976 % 39,52 % 59,68% 79,84% 100% 82,05% | 86,03% " .
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat = . R y .

dalam mermbangun Desa 20 % 40 % 60% BO % 100 % 100% 100%
4, Meningkatnya kapasitas aparatur

pemerintoh desa - - - 20 % 40 % 60% 80 % 100 % 100% 87,5% - -
5. Meningkatnya Peran Perempuan

- gl " 20 % 40 % 60% 80 % 100 % 0% 100% - -

dipedesaon |
Keterangan : Tabel ini sesuai dengan Renstra 2019 — 2024 ( Renstra Awal)

indikotor Kinerja Sesuci Tugas dan Fungsi Torget Torget Torget Target Renstra Perangkat Daerch Tahun ke Reddisasi Capaion Tohun Ke

No Indikrator
Perangkat Doerah NSPK L0 Lo
ainnya
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023

Indeks Desa Membangun (IDM) : 1Desa 1.4,2. 1.2, 2,

Sangat tertinggal 2. Desa Tertinggal, 3 168, 172, 1.0, 2. 12,2 105, | 1.0, 2 113,
1 Desa Berkembang 4. Desa Meju = = - - 3.77. 4. 6 3.83, 4. 172, 3.84, 3.143, 4. 2 3.133, 4.9

4, 8 Desa Desa Desa
Desa 7 Desa

2 Persentase Penyelenggaraan B B 5 = _

Pemerintahan Desa yang ballk RS 255 21AS% 100%
3 Persentase Lembaga Kemasyarakaton B . _ _

Desa dan Lembaga Adat yang Aktif a6 0N MEFS T
4, Niial AKIP Dinas Pemberdayaan

St i . : . . CCrilai | Bnikal B nilai B s
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Dari table pencapaian pelayanan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pesentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik
Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah penyelesaian dokumen
administrasi dari desa setiap tahun. Perkembangan pencapaian
persentase dokumen administrasi di desa mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun, hal ini menunjukan bahwa tingkat Sumber daya manusia di
desa / kelurahan sudah semakin meningkat dan sarana prasarana
mendukung.

b. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang Aktif.
Indikator int menunjukan perbandingan jumlah desa / kelurahan yang
melaksanakan pengawasan pembangunan yang baik dalam tiap tahun
perkembangan pencapaian persentase desa / kelurahan yang pengawasan
dengan baik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukan pembangunan yang
ada di desa / kelurahan sudah banyak yang sesuai dengan rencana
pembangunan di desa / kelurahan.

¢. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa
Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah desa / kelurahan yang
sudah terbentuk Bumdes dengan jumlah desa secara keseluruhan, hal ini
menunjukan perkembangan persentase desa yang memiliki Bumdes
semakin meningkat dalam tiap tahunnya. Informasi tentang Bumdes

sudah sangat baik karena di desa sudah memuliki jaringan internet desa.
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Tabel 2.6.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan
sebagaimana tertera pada table dibawah ini : ( Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Ende)
Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Belanja Tidak 2000560326 2395.350.233 2.096.000.000 2.044.000000 2.096.000.000 1.986.667.973 2.317.543370 99,45 96,8
Langsung
Belanja Barang dan 1.987.330.000 2.251.350.600 2.302.810.500 2377444814 2.427.491.840 1.761.452.000 1.199.405.99% 83,63 53,3
Jasa
Belanja Modal 97.706.000 32.115.002 10.000.000 10.600.000 28826322 88.567.000 32.000.000 90,65 996
Total 4.085.596.326 5.478.700.233 4,408 810.500 4.421.444 814 4.552.318.162 3839.686.973 3.548.949.369 93,98 75,85
Uraman Anggeran pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 202 2022 2023 2024
Belan ja Pegawai 2.395.350.233 2.533.068.842 2.190.955.607 2.096.000.000 2.317.543.370 2.391686.656 2167.467.707 96.8 944 98,9
Belanja Barang dan 1.260.219.361 4.171.874.525 1.378.580.770 2.106.400.000 1.231.405.999 2.420175.652 1.342.562.230 91.7 58 9738
Jasa
Total 3.655.569.594 6.704943.367 3.569.536.377 4.202.400.000 3548.949.369 4.811.862.308 3.510.029.937 97, 71,8 98,33
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Dari table anggaran dan realisasi pendanaan digambarkan bahwa rasio
antara realisasi dan anggaran tahun 2023 dapat dikatakan baik karena

rata-rata rasio diatas 80.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan makin berkembangnya, masyarakat menjadi makin
kritis dan cerdas. Tuntutan dan harapan dari masyarakat menjadi kritis dan
cerdas. Tuntutan dan harapan dari masyarakat yang harus menjawab oleh
pemerintah Daerah makin tinggi dan beragam. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai bagian dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Ende berkewajiban untuk menjawab sebagian harapan dan tuntutan dari
masyarakat tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi serta kekuatan sumber daya yang ada.

Disamping memiliki kekuatan dan kelemahan secara internal, dalam
melaksanakan tugas melaksanakan pelayanannya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende juga memiliki tantangan dan
peluang.

Tantangan:

1. Perkembangan kemajuan Teknologi informasi tidak diimbangi dengan
persiapan sumber daya manusia yang ada di desa;

2. Perubahan iklim yang tidak pasti sehingga berdampak pada
pertumbuhan ekonomi di desa;

3. Lembaga Kemasyarakatan kurang berperan dalam mendorong nilai -
nilai gotong royong;

4. Pembangunan di desa belum berbasis produk unggulan desa;

5. Kinerja  Pelayanan  Aparatur Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa belum maksimal.

Peluang:
1. Ruang pendanaan melalui Dana Desa untuk penyertaan Modal dan

Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan.

2. Adanya kerjasama dengan Lembaga — lembaga Donor/NGO baik lokal,

Nasional dan Internasional,

3. Adanya dukungan Lembaga Adat untuk mendorong percepatan
pembangunan,;

4. Bantuan keuangan melalui BLT dan PKH,;

5. Perkembangan Teknologi informasi khususnya Akses internet sudah

masuk ke desa.
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3.1.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan.
Keberadaan suatu organisasi tidak dapat dilepas dari perubahan yang
terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik
lingkungan internal maupun eksternal. Demikina juga keberhasilan atau
kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan
manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk
melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa
berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan
strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap
kondisi lingkungan yang ada.

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat

fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi

lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan
program organisasi / institusi yang telah direncanakan, akan tetapi
kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap
perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal

Dari evaluasi pelaksanaan tugas terdapat permasalahan dibawah ini.

1. Rencana Program, Kegiatan tidak didukung dengan Anggaran yang
memadai

2. Terbatasnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3. Sarana / Prasarana Kantor dan Pendukung pelayanan di kantor
kurang memadai.

4. Sumber Daya Manusia khusus Staf di bidang masth kurang

5. Pengelolaan BUMDes belum dilakukan secara Optimal karena Perda
tentang Pengelolaan BUMDes belum disesuailan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

6. Belum Optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi
untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian
Desa.

Belum semua Desa memiliki Peta Digital.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa belum maksimal.
9. Perencanaan dan Penganggaran Desa belum tepat waktu
11. Peran BPD sebagai mitra Pemerintah Desa belum maksimal.
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Permasalahan yang disampaikan diatas dapat dilakukan intervensi yang

tepat melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas yang mempunyai fokus dan lokus yang jelas sehingga

kebutuhan masyarakat terpenuhi

3.2 Isu Strategis

Sesuai dengan Program Pemerintah melalui Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2029 Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional, untuk mendukung Program Pemerintah serta

memperhatikan permasalahan utama yang ada di Desa antara lain :

k.

Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa kurang memahami tugas dan
fungsi dan belum berperan secara aktif.

Masih rendahnya kwalitas sumberdaya aparatur pemerintah Desa
sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pengelolaan
keuangan Desa belum berjalan dengan baik

Pengelolaan potensi unggulan Desa khususnya Pariwisata, kelautan,

Pertanian dan Perkebunan belum maksimal.

4. Tata kelola pemerintahan desa yang berbasis digital

Kualitas musyawarah desa yang masih rendah.

6. Kewenangan Desa belum dilaksanakan dengan baik sehingga

berdampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan desa.

Belum optimalnya pendayagunaan manusia dana lam dalam
pemanfaatan Terknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan BUMDes yang
profitable dan berkelanjutan.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan
sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberayaan Masyarakat dan
Desa, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 -
2026 yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakaat dan Desa dalam
melaksanakan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kabupaaten Ende.

41. TUJUAN
Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah
adalah ” Meningkatnya Kemandirian Desa ” dengan Indikator
Kinerjanya adalah Indeks Desa Membangun ( IDM: ) target Nilai Indeks
kondisi Akhir tahun 2026 adalah 0,6461.

5.2, Sasaran
Sasaran jangka menengah periode 2025 -2026 yang ingin dicapai yaitu :
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
8. Meningkatnya Desa yang Naik Kelas
4 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 beserta indicator kinerjanya
secara lengkap disajikan pada table berikut :
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Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Target Kinerja Tujuan
Sasaran dan Sasaran pada
Tahun ke
2025 2026
1 | Meningkatnya Indeks Desa Membangun ( 0,6255 0,6461
Kemandirian IDM)
Desa
Desa Mandiri - -
Desa Maju 7 8
Desa Berkembang 105 105
Desa Tertinggal 143 142
Desa Sangat Tertinggal
Meningkatnya Nilai AKIP DPMD B B
Akuntabilitas
Kinerja
Meningkatnya Tata | Persentase 19,61 23,53
Kelola Penyelenggaraan
Pemerintahan Pemerintahan Desa yang
Desa baik
Meningkatnya Persentase Desa yang 18,32 15,94
Desa yang Naik Naik Kelas
Kelas
Meningkatnya Persentase Lembaga 73,56 75,18
Kapasitas Lembaga | Kemasyarakatan Desa
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang
Desa aktif
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BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun kedepan,

sebagai upaya dalam

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 - 2026,

selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkat | Meningkatnya Peningkatan  kapasitas | ¢ Penguatan Kapasitas
nya Tata kelola dan tata laksana Lembaga Ekonomi
Kemandici | Pemerintahan penyelenggaraan masyarakat perdesaan

an Desa | Desa

pemerintahan Desa

melalui  pemberdayaan
dan

lembaga

masyarakat
penguatan
ekonomi perdesaan
Penyelenggaraan
Penataan Desa
Penguatan  Kapasitas
aparatur pemerintahan
Desa dalam
penyelenggaraan
pemerintah desa
Penguatan  Kapasitas

pengelolaan  keuangan

i desa

| ¢ Penguatan  Kapasitas

| Pelaku perencanaan

| pembangunan dan

| evaluasi desa

|

| Meningkatnya Peningkatan Kapasitas | ¢ Optimaslisasi Kader

‘ Kapasitas Lembaga Pemberdayaan desa
Lembaga Kemasyarakatan, yang bergabung dalam
i Lembaga Adat dan Posyandu, PKK, KPM,
S Masyarakat Hukum |e Memperkuat lembaga

Adat sebagai penggerak

pemberdayaan

kemasyarakatan desa

dalam menggerakkan
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masyarakat

swadaya dan
partisipasi masyarakat
( RT, RW, LPM, dan

Karang Taruna )

Meningkatnya
Kinerja
Perencanaan,
IPenganggaran,
}F’elaporan dan

Evaluasi

Peningkatan Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,

Pelaporan dan Evaluasi

Peningkatan Pelayanan

Kesekretariatan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mencapai Tujuan
dan Sasaran diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan
menjawabl Sasaran yang ditargetkan. Program dan Kegiatan yang menjadi
tolok ukur keberhasilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ende pada Program Penataan Desa, Program Peningkatan
Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat, maka secara keseluruhan program dan kegiatan dapat

dipaparkan sebagai berikut:
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Tabel VL 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE

Kerangka Pendanaas Tahua

thupatenlkuta

Kabupaten/Kota

Kota

Kota

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGLATAN KINERIA NDIKATOR RUMUS SATUAN | DATA AWAL e
2028 0% 2025 2026
Jumiah D&a yang 1erealisasi penataan
1.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Patywienggaraan Program Persentess Penotaan Desa L Panataan Desy desaflumish Desa yang diusulkan untuk Persen 100% 100% oPMVD 1.250.000.000 1.305.600.000
|dilakukan penratasn desa dikali 100%
af Jumlah Desa yang terealisasi penataan
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penatsan Desa Tersstenggaranya Fonataan Desa IrDm Pamysiéoggara B desa/lumiah Desa yang diusulkan untuk Desa . 9 5 RFMD 1.250000.000 1.30500€.000
dilakukan penatean desa dikali 100%
Wiarcliti | Eieme yang .;umJ‘;ah D:sa i:ng Melakukan
2.13.02.2.01.0 Pembentukan, Penghapusan, Terlaksananya Pembentuin, Penghapusan, Melakukan Pembentukan, em el;ll-l an, ;‘:a%\?&:,ah -
Penggabungan, dar Perubahan Status Desa Penggabungan, dan Perubshan Status Desa Penghapusan, Penggabungan, Pms{‘" lrgan, r'u- i B J g QRVD 00000 900.000000
dan Perubahan Siatus Desa gt Jumlgl Desayeng) dinsally
dikali 100%
Jumioh D g [lmeh D yucg
2.13.02.2.01.03 Fasliitasl Penataan Kewenangan Desa Terlakiananya Fasllitasi Penatasn Kewenangan Desa  |Tcrfiasilitemi  Penataan SElapreany, eoaiang Desz g 5 DPMD 150000.000 150000000
T Kewenangannya dibagi Jumiah
Desa yang diusulkan dikali 100%
F D - asilitasi
dunlail Ltsd, yig P::rr:::nhaan dan KpdeT[;:nl:"rm'
2.13.02.2.01.04 Fasllitast Pemamaan dan Kode Desa Terlaksananya Fasiitas! Penamaan danKode Desa Terfasilitasd Petiemaan dan * 581 i Desa L] 5 DPMD 100 .000.000 150.000.000
Jumiash Desa yang diusu lkan dikali
Kode Desa
100 %
2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Qesa Terfasilitaslnya Sarana dan Prasarana Desa I IEL f rane. A Prassnans) Jumiah Sarana dan Frasarana Desa Unit g 1 DFVD 100,000,000 105.000.000
Iumlah Desa yang didampingl dibagl
12.13.03 PROGRAM PEMINGKATAN KERIASAMIA DESA enysls fggarman frogram, Fanpgkatis; Keria Sama :‘"‘"“":’ Benboieanferinismnn, |l e et iy e persen 0% 0% 100% 100,050.000 103,000,000
dikali 100%
2.13.00.201 Fasilitas) Kerp sama antar Dasa Terfaksnanya Fasilitas] Herjn same antar Dess Persentaseifieringkatan ke Stma. . | v Dsa: Yang/MelakcanKaristaran Desa 1 3 3 150,000,000 185.600.000
Padesaan Antar Desa
Jumlah Dokumen Kerja Sama |Jumlah Dokurnen Kerja Sema
2.13.03.2.01.01 Fasilttas! Kerja Sama Antar Dess dak Terlaksananyy Fagll tas! Kena Sama Anta (armn
i S S i A SR UiDEsa 88 Antar Desa dalam Kabupaten / |Antar Desa dalam Kabupaten | Dokurren ? &) 5 DPMD 150.000.006 155.060.000¢
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1.Cakupan Pemerintah Desa dan

Penyalenggaraan Program A P i el :‘;:"‘ D:i‘;\'d"i “;'“m‘:'"“::::;' % 100 100 100 100 BFVD 159,000,000 155.000.000
Per tertih administras) Ju et
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Jumlat BUMDes yarg sudah Detkontribus
ZPefs:n;basel B:c;l:zs y:::gss ke PADES dbagl Jumizh SUMDes yang % 727 909 10,91 12,73 DPMD 300.000.000 310,000.000
foecantribis| faradap sudsh penyertaan Mod! clkall 100%
1, Cakupan pemerintah Desa dan T
Jumlah Desa yang tertth administrasi
Badan Permusyawaratan Dess yang % 0 0o 100 100 DPMD 150.000.000 155,000,000
i
e e etrasi dhagl miah desa selunshnya dikali 100%
2.13.04.2.01 Pembinasn dai Pengawasan Penyelenggarssn | Terlah ya Pembi dan Peng
Administras! Pemerintahan Desa Penysenggaraan Admliniatrasi Pemerintahan Desa
hurniah BUMDes yang sudah berkontribusl
;:k?r::;ﬁ ;U:::'E ‘:lm ke PADES dibagi Jumizh BUMDes yang % 1.7 909 091 12,73 DFMD 300,008,000 310.000.000
L - sudsh Penvertaan Modsl dikall 100%
. Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
i'n'o‘:'iﬁ‘:n;:;:mml R e ngg el :::‘a:;::a:vl :;:yel:nuarian Bl Penyelenggaraan Administrasi |Administrasi Pemerintahan Deasa Dokumen 8160 150 160 160 DFNiEr 7.000.000 +0.000.000
emerintahan 2han Pemerintehan Desa dibagi jumlah desa diksl 100%
Terlaksananys Faskitasl Penyusunan Produk Hukum Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen ;
2.13.04.201.02 Fasllitasi Penyusunan Produk Hukum Dess | S Penyusunan Produk Hukum |Penyusunan Produk Hukum Desa | Dokumen 1275 783 851 2 CPMD 9.000.000 10.000.000
. Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100%
Jumiah Dokumen Haail
Jumlah Deokumen Hansil
h F:
2.13.04.2.01.03 Fasiltasl Penyusunan Perencanan Terlaksananya Fasiitasl Pen yusuna n Perencansar: B ot IPET Penyusunan Perencanan.n‘ Doksmen 510 25 e 55 DPMD £000.000 10,000,000
Pembangunan Desa Pembangunan Desa b S Pembangunan Desa dibagi Jumlah
L i Desa dilala 100 %
Jumlah Dokumen Pengelolaan
2.13.04.2.01.04 Failiitas) Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Fasllitasi Pengalolaan Keuangan Desa trirta N ervecs (REnu ol Keuangan Desa dibagi Jumlah Cokumen 255 255 255 255 DPMWAD 10.000.000 11.600.000
Keuangan Desa .
Desa dikali 100 %
Jumlah  Aparatur v
3 |Jumlah Aparatur  Pemerintah
2.13.04.2.02.05 Pembinaan Peningkatan Aparatur |7 ya Pembinaan Peningketan Kapasitas Pcmermtah Desa yang Desa  yang Mengilouti Pembingan Orarg 100 s0 100 150 BEMD 7.060.000 10.000.000
Pemerintah Desa Aparatur Pemecintah Desa Mengikuti Pembinaan Penin =5 aifun
Peningkatan Kaepasitas ¢
Jumlah Laporan Jumilah Laporan Penyelenggarasan
l
:’,13,04 201,06 Fasllitas Penyelenggarsar Musyawarah ‘I;a—aksananya Fasilitas| Penyelenggzraan Musyswarah Penyel aan Musyawarah |Musyawarah D dibagi Jumlak Yapam 255 255 55 25 DPMD 7,000,000 10.400.000
= = Desa Desa dikali 100%
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan e Boktmen ; ‘]‘;‘;Et?m 11‘:;‘-“:‘13“
2.13.04.2.01.07Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Y B Evaluasi dan Pengawasan L Dok 765 774 861 792 DPMD 10.000. 000 9.000.000

Desz

Peraturan Desa

Peraturan Desa dibagi Jumlah
Desa dikali 100 %




2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Femberdayaan BUM Desa

Terlaksananya Pembinaan din Pemberdayaan BUM

Jumiah  Dolkumen  Hasil
Pembinaan  dan

Jumlab  Dekumen  Hasi
Pembinaan  dan Pemberdayaan
BUM Desa dan Lembage Kega

danLembagaXerja sama antar Desa Dess dan Lembaga Keda sama antar Desa Pemberdayaan BU_M Desa Sama antar Desa dbagi Jumlah Eirsien 10 5 DEMD 20008000 24H1000.000)
dan lemhaga Kerjn Sama - Ry
BUMDes yang dibenmk dikal
antar Desa
106%
Jumiah Laporan Hasil g::::]: Laporﬂnp 'I.i|::n’ﬂ
2.13.04,2.01.09Penyelengg sraan Pemilihan, Pengangkatan |Terselenggarsiannya Pemitihan, Pengangkatan dan P ilihan, TgEaraan J
bR b2 AP AR, Ll shyclenggauaar Pratliian, o o o oren dany Laparan 8 167 DPAD 47000,000 30.000000
dan Pemberhentiar; kepala Desa Pemberhentién Kepala Desa Pengengkatan dan : .
Pemberhention Kepala Desa Pemberhentian Kepala Desa gibagi
3 Jumlsh yang direncanekan X 160%
Jumlsh Laporan Pengangkatan
E Jumlah Laporan Pengangkatan 4
2.13,04.2.01,10F asllitasi Pengangkatan dan Pemberhentian |Teriakssnanya Fasiiitasi Pengangkatan dan ¢ dan Pemberhentian Perangkat Desa
|Perangkat Desa pemberhentian Perangkat Desa gm Pemberhentian Peranglar i Dosyare Laporan 5 5 DPMD 7.000.000 7.000.000
=3 direncanakan X 100%
2.13.04.2.08.13Fasllitas) Penyusunan Profii Desa Terloksananya Fasiftasl Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa ‘t]“ml:: Dk BriDesaryog) | 6oy mar 5 10 BPMD B.000.000 10,000,000
Srsusun
’ Jumlah Dokumen Hasil Jumlat Dokumen Hasil
2.13.04.2.01.13 Fasllitasi P lolaan Asat a et Desa X
engel Desa Teriaksananya Fasilitasl Pengeiciaan As Uerimelothan, et Diva Pengelolann Aser Desa Dokumen 5 w DPMO 100000.000 110.000.000
2.1304.2.01.14 Pemblinasn Peningkatan Kapasitss Anggota | Terpksananya Pemblnaan Peningkatan Kapasias Junﬂéh @gom. BPD yang J“m]‘fh M&!m BrD yang
D Anggota BPD Mengikuti Pembinasn Mengikuti Pembinaan Peninglatan Orang Els} a0 DPMD 6000.000 7.000.000
Peningkatan Kapsasitas Kapasitas
oo (Jumlah Dese yang Difasiliasi
2.13.04.2.01.15FaslItasi Penetapan dan Penegasan Batas Terlaksanatya Faslitasl Penetapan dan Penegasan Jumlsh Desa yang Difiaslitasi dalam Penetapan Dan Penegasan
dalam Penetapan Dan . Desa 9 5 DPMD 6.000.000 B.000.000
Desa Batas Desa Bere B e Batas Desa dibagi Jurnlah Desa
g vang diuaulkan diéeli 100%
. T T— Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
2.13.04 201,16 Fasilitas| Pernbinaan Laporan Kepals Desa s i Prmbinaan Laporan Kepala Pembinasn Laporan Kepala Desa Laperan 10 10 DPMD 6.000.000 £.000.000
Desa dibagi Jumleh Desa dikali 100%
2.13.04.2.01.17Pelaksanaan Penugasan Tarlsksananya Pelaksanaan Penugasan Huslat, DokumenlRemig 1 |Jumish Dol P
Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Urgsan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Urusan / Kewenangan Urusan { Kewenangan Dokumen 2 4 bPMD 7000.000 9.000.000
oleh Desa Bllasanalanrolii Dasa Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Dena
Jumlah Dokumen Hasi) Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
2.13.04.201.16F asilitasi Evaluasi Perker gan Desa [ Ti va Fasitast Evaluasi Perkembangen | Evaluasi Perkemt v Deas || Perl gan Desa seorta Lomba
sena Lomba Desa dan Kelurahan Desa serta Lomba Desa dan Kelurshan serta Lomba Desa dan Desa éan Kelurahan dibagi Jumlah | 72K 2 2 PN 5.000.000 000003
Kelurghan Deaa dikali 100 25




2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA

Calupen Lembags Ksmasysmkatan dan Lembaga Adat

Calupan Lembaga Kemaayarakatan dan

Jumiah Lembaga Kemasyarakatan dan
Lembaga Adat yang Terlibar o Dalam

Pemanfaatan Teknologi Tapat Guna

Pemanfaatan Teknologi Tepat Gura

Teknologl Tepat Gunz

Guna dibag! Jumniah Desa X 100%

KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT Lombaga Adat yang Taritat of Dadam | Pemberdayaan Masyarakat dibagi Total Persen 6745 58,81 0,6 Ti5 DPMD 500,800,000 520,000,600
Tarkbat di Dalam Pembsrdayaan Masyara ¢ < 2
HUKUM ADAT | & e R et Famberdayaan Mawysrakat Lembags Kemasyarakaran dan Lembage
Adat dikall 100%
Teddaksananya Pemberdayaan Lembaga
2.12.05.2.01 Pemberdayaan iembaga Kemasyar akatan Kemasyarakatan yang Bergarak & Bldang Jumlah LembagaKemasyarakatan dan
yang Bergersk dl Biding Pemberdayaan Desa dan Lenbaga herdayaan Desa dan Lembaga Adat Tinghat | Cakupan Lemiaga Kemssyarakatan dan [ Lembaga Adat yang Tertibat d O3lam
Adat Thgkat Dasrah Kebupatenfi(ots serta P day Daerah Kabupsten/Kotaserta Penbarday Lembega Adst yang Teribat d Dalam | Pemberdayaan Masyaraket dibagl Total Persen 62,46 68,81 70,16 7151 DAMD 500.000.00¢ 520.000.000
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarskat Pelakunya | Masyarskat Hukum Adst vang Mayarakat Pelek Pombercaysan Masyscak Lembaga Kemasyarskatan dan Lembaga
Hukum Adat yang Sama datem Twerah Kabupaten/Kota Hulum At yang Sema dalam Daersh Adat dikall 100%
Kabupaten/Kots
213.05.2.01.01 Ideniificast den inventarisasi Teraksananya Idantifikasi dan Inventarieasi ;‘:”";"’h D“t"‘“l'“";’ “;'"" "‘;’:":“:’7 Jumiah Dokumen Hash Mentifkast  dan , on I —
Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Ad:n A A ] SR inventartsasi Masyarakat Hukum Adat Bkumen 8 = o T
Jumiah Dokumen Hasi Penataan, Jurniah Dokumen Haslt Penataan,
Pemberda dan Pendayaguraan  |Pemberdayaan dan Pendayag
2.13.05.2.01.02 Fasiltasi Panataan, Pemberdayasn | Terlaksananya Fasites Penataan, Pemberdayasn | oo oo can "encayag g
Kelembagaan Lembags Kelembagaan Lembaga Xemasyarakatan
dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembage Kemasyarskatan Dess/Kelurshan (RT, |Desa/Kelurahan (T, AW, PKK, Pasyandu
Kemasyarakatan Dasa/Kelurahan (RT, RW PKK, Kemasyerakatan DesafXelurahan {RT RW, PKK, i P;; = e e ¥ T T' ¥ elba VM r' Dakumen 10 1 18 b DPMD 190:000.000 200.000.000
Posyendu, LPM, den Karang Tarun), Lembaga adat |Posyandu, LPM, dan Karang Tanuna), Lembaga [ "% ‘:::" “Ada ko |12 2 e e x2: A
DesarKeiurahan den Masyarakat Hukum Adat Adat Desa/Kelurahan dan Masyaraket Hukum Agat |1orunal. Lembaga Adat bk Racam Masyaraigy Ut
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Atfat dibagl Jumiah Lembaga
Hukum Adat Kemasyarakatan dikal 100%
Jumiah LembagaKemuasyarakatan
Jumiah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluranan (AT, RW, PKX, Posyandu,
2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya Kapasites Kelembagaan Lembaga Desa/Kelurshan RT. RW, PRK, LPM, dan Karang Tanina), Lembaga Adat
Lembaga KemaSyarakatan Desa/Kelurahan AT, RW, PRK, Kemasysrakatan Desa/Kelurzhan (RT, RW, PKK, Fosyandy, LPM, dan Karsng Taruna), |Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adst Posyandu, LPM, dan Xarung Taruna), Lembage Adat Lembaga Adat Desa/ielurahan dan Adat Lernigs 10 lag 139 s BRAD) 40000000 40,000,000
Desa/Kelurahan dam Masyarakat Hukum Adat Desa/Kelurakan dan Masyarakat Hukum Ada Masyargkat Hukum Adat yang Ditingkatikan Kapasitasnya tibagi
yang Oftingkatkan Kapasitasnya jumizh Lembaga Xemasyarakatan dikall
100%
jumiah Sarara dan Prasarana Jumnlah Sarana dan Prasarana
2.13.05.2.01.04 Fasilitas! Penyadiaen Sarana dan Terlakeananya Fasilitasl Penyediaan Sarang dan |Kelembagaan Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Prasgrana Kelembagaan Lembaga Kernasyarak Prasarana Kelsmbagaan Lembaga femasyarakatan Desa/Kelurshon [RT, |Desa/Kelurahan AT, #W, PKK, Posyandu,
Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK. Posyandu, LPM, dan | Kemasyarakatan Desa/Kelurahan {RT, RW, PKK, |RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Kavang |LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Unit . 1 1 1 DPMD 40.000000 30.000.00C
Karang Taruna), Lembaga Adet Desa/Keiurahan dan | Posyandu. LPM, dan Karang Tafura), Lembaga Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurshan dan Masyargkat Hukum
1Masyarakat Hukum Adat Adat Desa/Kelurshan dan Magyarakat Hukuth Adat |Desa/kelurahan dan Masyarekat Adat dibagl Jumlah Lembaga
Hukum Adat Kemasyara katan dl kal 190%
Jumlah Laporan Hasil fasittasi lumlah Laporan Hasi Faslitasi Pemerintah
. 2.0L. (
213052, N BT F sl AN gerkutali Desadlzlam [ertaksananya, Easiltac] PameriniahDesa datam Pemerintsh Desa daiam Pemanfaatan |Desa dalam Pemanfaatan Teknologl Tepat Laporan B 2 B DPMD 30.000.000 30000.000




2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong

Tertaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Golong

Jumlah Laparan Hasil Fasilitasi

tumlah Laporan Hasil Faslitast Bulan

Perangkat daarsh

tersedla

i M | .
Masyarakat Royong Masyarakat Bulan Bhakti Gatong Royong |anai Goteng S Laparan 10 14 CPMD 2.000.000 30.000000
Masyarakat
Jusntah Dokurnen Hash Fasiitasi Tm  |Jumlah Dokumen Has!l Faslitas! Tim
S lam Pengger K el
2.1305.2.01.09 Fasiitasi Tim Penggerak PKK dalsm  |Teraksananye Fasiitasi Tim Penggerak PRK :::“T;:k :':a:a‘smm Ger h:::r:b:::m:':en:n:"‘fa:;m e
Penysienggaraan Gecakan Pemberdayaen Masyarakat |daiam Penyelanggaradn Gerakan Pemberdaysen |2 ":e e 2 (e e Dokumen 50 150 DPMD 150.000.000 150.000000
dan Kesejahlerasn Keuarga Masyarakat den Kesejahtaraan Keliarga RECayRan syl ESgllemn
Kesejahteraan Keluarga dibagl Total Jumiah PKK dikall 100
Keluarga %
- Penyelenggaraan Administeas| Jumiah Capaian indlkator masing-masing
2.01.01 PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN |Terseienggaranya Adminlstrasi Perkantorsn Pesangkat e
KABUPATEN/KOTA BEEral] S s S Perigntoran Perangkat Deerah secara B dibag dengan Jumish Total Sub Persen hlo] 19 DPMD 2.904.248.323 2.950.131.545
afextif dan efislen selama 1 Whun | Kegiatan dikall 100%
Tumiab Capalen Inditater maging-masing
2.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggman, don Evaluast meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan | indeis Perencanaan, Penganggaran
Kirera Perangkat Daerah [Evaluas Kirerja Perangkat Daerzh dan Evaluamsi Kinerja Perangkat Caerah ::: :::::’:‘ ::::[ ;;r‘\‘gan Yunfet Total g 14 LR 145,000,000, Limpadied
.04.00.2.01. P P
7.01.01.2.01 01Penyusunan Dokumen Perencansan Tersususnys Dokumen Perancanasn Perangkat Dasrsf Jumiah Dakumen Perencanasn lumiah Dokumen Pefencansin yang Dekuman 3 2 SPMD 16.006.600 10,000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah tersedia
Jumiah Bokumen RKA SKPD dan
701.01.2,01.02Koardinas! don Penyusunan Dokumen AKA- |Tersadianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
K i s 000 .000.
|skeo |koordinasi #enyusunan Dokumen RKA-SKPD laparan hasll Keordinasi peryusunan | Jumlah Dokumen RKA yang tersedia Delkumen 1 2 Dpral 10.000.000 10.000.000
|dokuman RKA SKPD
Jumlah Dekumen Perubahan RKA
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
7.01.01.20103XKoardinast dan P Dok Kl B
Nemuai coliany snap boatine Laporan Hasi Koordinas! Penyusunan Dokursien B daiapony huskkoondnesy  |hamlattDofumen Penaahag iy Dakumen 1 g P 10,000,000 10,000,000
Perubahan RKA-SKPD | penyusunan dokumen Perubaban RKA |tersedia
Perubahan RKA-SKPD
SKPD
Tersedianya Dokumen DPA -SKPD cbn Laporan Hasil  |jumlah Dakumen DPA SKPD dan
7.01.01.2,01.04 Koordinas| den Penyusunan DFA- SKPD Koordinasi Penyusinan Dokumen Perubahan DPA- Laporan hasll Koordinasl penyusunan | lumlah Dokumen CPA yang tersedia Dokumen i 2 DPMD 10.000.000 10.004.000
SKPD: dokumen DPA SKPD
Jumlah Dokemen Peruhshan DPA
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA -SXPD dan ’
7.01.01,.2.01,
01.01,.2.01.05Kcordinasi dan Penyusunan Ferubahan DPA- Laporan Hasil Koordinasi Penyysunan Dokumen SKPD dan Lagoran hasil Koordinasi jurnlar! Dokumen: Perubahan DPA yang Binas g 2 DFMD 10,000,000 10.000.000
SKPD penyusunan dokumen Perubahan DPA |tersedia
Perubahsn DPASKPD
SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar ::::::ahr I:::;;’:;‘ cma::rian ;::;”:B:m Jumizh Laporan Capalan dan Ikhtisar
7.01.01.2,01,C6Xocrdinasi dan Penyusuman Laporan Reallsasl Kinerja SKPD dan Laporan Hask Koordinasl i Realisasi Kinerja dan Laporan Hasll
f Laporan Hasi Koordlnasi Penyusunan Laparan 2 ? DPMD 15.000.000 15.000000
Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisas! Kineryy SKPD Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Hehtisar N AP A TG Keordinator Penyusunan Lapordn Capalan
n n
i d
Realisasi Kinecja S¢PO Realisasl Kinerjg 54D Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang tersedla
7.01.012.01.07 Evaiuasl Kinerja Peranglkat Daeran Tarlaksahanya Evaluas! Kinerja Peranghkat Daersh Jumish; Ligoren, Evaluasi: nera {umabi ERpogan EvehuasiKinerjaryapg Laporan 1 il OPMO 50.000.000 50.000.000
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Jumlah Capalan Indikater masing-masing

Tertak T p |
7.01.01.2.02 A wsi K Perangkat Daerah | "% & Lo K":"ks P"if"“"k:‘[";:’"f Sub Keghtan dlbagi dengan Jumiah Total DPMD 2.087.248.323 2143.531.545
a RNy - Sub Kegiatan dikall 100%
Jumiah Crang yeng menerima Gafi lumlah Orang yang menerima Gaji dan Orang / E7) arang/14| 32orang/ E] orang/
.01.01.2.02, T i 2.051.248.323 2.110.531.545
7.01.01.2.02.01 Penyedizan Gail dan Tunjangan ASN ursedianya Gajl dién Tunjangan ASN dan Tunlangan ASN e e T By 0k it DPMD
7.0101.2.02.03Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi |lumiah Dokumen Penatausahasn dan |limiah Dokumen Penatausahaan dan S F s o o i DPMD 20.000000 15.000.000
Pengujian/Verifikasi Xeuangan SKPD Keuangan SKPD Pengujian [ verifixasl Keuangan SKPD | Pengujian / Vierifikasl Keuangan
Terlaksenanya Koordinasl dan Pélaksanaan Akuntast  |lumiah Dokurmen Koordinas) dan lurntzh Dokumen Koordinasl dan
01 .02, | D 3 3,000.000
7.01.01,2.02.04 Keordinas! dan Pelaksanaan Akuntans SKPD SKPD petaksan asn Akuntarsi SKPD Cifuiians antaduiEa s Dokumen 5 2 5 HPM 1.000 000 000,
Jumiah Lageran Keuangan Akhlr
i T Li
7.01.01.2.02.05 Koordinas! den Peryysunan Laporan Meed il dparn ke g Ashiifana SERCc)| bl ommnsn: mnormn iasl simiaiiepeeap st AT T HlT
Laporan Hasll Koordinasl Penyusunan Laparan Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Laporan 1 1 1 DPMD 5000.000 5.000.000
Kevangan Akhilr Tahun SKPD Koordinas| Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun rj
Keuangan akhir tahun SKPD
lumlah taparan Keuangan
Tersedianya Keuangan Bulananftriwulan / Semesteras | Bulanan/triwulan [ Samesteran SKPD
PALOLL02GT Koordnasldam BenysgunanLagoja SKPD dan Lagoran Keordinasl Penyusunan Laparan dan Laparan Koordinasl Penyusunan Jumial| oo Kevansey Alacar, Laporan % & 16 DPMD 5000.000 S.000.000
Kevangan Butanan/Triwulanan/Semesteran SKPD e Triwulan dan Semester
Keuangan bulanan [ triwulan/ semesteran $KPD Laporan. Keuangan bulanan / trlwulan
Jsemesteran SKPD
7.01.01.2.02.08 Panyusunan Pelaporan dan Analisls Tersedianya Dokumen Pelaparan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Iumiah Gokumen Pelaporan dan Analisis T 1 1 1 DPMD 5000.000 5,000,000
Prognesis Reaiisasl Anggaran Prognosis Reslisas) Anggaran Analisis Prognosis Reallsasi Anggaran | Prognos’s Realisasi Anggaran
hdeks Palaksanaan Administrasi Jumiah Capalan indlkator masing-masing
:.01.0:.:;03 Ml:‘iﬂltl'lsl Barang Mk Dacrah pada :!l’lik!:::l’:‘i .A:mlnlitrill Barang MWk Daerah pada Barang MIllk D h pads Perangkat | Sub Kegiatan dibagi a8 Tl gty 100 10 00 DPMD 25,000,000 23.600.000
rngkatiDace AN Daerah Sub Keglatan dikall 100%
7.01.01.2.03.01 Penyusunan Peréncanasn Ketutuhan Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah  |Jumiah Rencana Kebutuhan Barang  |Jumiah Rencana Kebutuhan Barang Milik i 3 1 3 DEMD 5000000 5,000,000
Darang MiFs Daerah SKPD 5KPD Millk Daerah SKPD Daerah
Jumiah Dokumen Pergamanan Barang
7.0101.2.03.02 Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang MIfik Daerah SXPD Miflk Dae cah SKPD: Tersedianya Penjaga Malam Dokumen 1 1 1 DPMO S000, 000 5.000.000
= Tersediany2 Laperan Hasil Penilzlan Barang Milik Jumlah Laporan Hajll Penllalan Barang |Jumiah Laporan Hasil Penilaian Barang
.01.01.2.03. i
;::r:hl ::;;03 fioordinas) i Renllsia e Daerah dan Hasi Koordinasi Penliaian Barang Mk |MIlk Daerah dan Hasll Koordlnasl | Mifik Darsh dan Hasl Koordinasl Penitalan |  Laparan 1 1 1 DPME 5.000.000 5.000.000
Dasrah SKPO fenilaian Barang Mk Dasrah 5K0 | Barang MIik Daerah
A - Jumish Laporan Rexonsidasi dan Jumlsh Laporan Rekanskiasl dan
;'D"i'm':;:;:'%i Re:nns:l]lassl":;'\ RRGyLs00an Lapan ;ej:k“x;:’?)a:::::;“ sy Renyusunani Lapoeary Penyusunan Laporan Barang Millk Perynusiznan Laporan Barang MIk Daersh Laparan 2 b 2 DPMD 5.000.000 5.000.000
rang e il By Daerah SKPD SKPD
7.01.01.2.03.06 Penatausabasn Barang Millk Daerah pada | Terlaksananyz Penatausahaan Barang milik Daerah Jumiah Laporan Penatsusahaam Jumilan Lanagran Penatausahain Barang Lsporat z 12 7] DFMD 5.000.000 3660000

SKPD

pada SKPD

Barang MRk Daerah pada SKPD

Milik Daerah




Jumlah Cagalan tndikator masing-masing

disediaken

dizediakan

Jok ast K lan P ks Admi
7.01.01.2.05 Administras) Kepegawalan Perangkat Daerah | : L Erhghat. |HIEES Pelayapan Fguipistol Sub Kegiatan dibag| dengan fumiah Toral Persen ©OPMD 36:000.000 25000.000
Daerah |Kepegawalan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan dikall 100%
7.01.01.2.05.01 Peningkatan Saanadan Prasarana Disiplin || Tersadi Unlt Ingkatan dan prasarana 1
ing! 5arand Disigl ersadianya Unlt peningka sarand p Jurniah Unit peningkatan sarana dan Tremyaias) atisens] Unit DPMD 000,000 :
Pegawal Dislplin Pegawat prasarana Dislplin Pegawat
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengelahan Administrasi Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan jumish Dokumen Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan e DPMD 5000.000 5.000.000
Kepegawaian AdministrasiKepegawaian Pengolahan Administrasi Xepegawaldn | Pengelolaan Adminlstrasl Xepegawalan
7.01.01.2.0505 Moanitoring, Evaluesl, dan Penilalan Kinerja |Terlskssnanya Monltoring, Evaltias), dan Penilalan Jumniah Dokutnen Monitaring, Jumlah Dokumen Monitoring, Fvaluasi
MD 000, 5.000.000
Pagawal Kin&ris Pégawai Evaluasl dzn Penilslan Kinerja Pegawal [dan Penilalan Kinerja Pegawal Obkgmen oe E600i05]
Jumiah Pegawal berdasarkan fugas Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan
7.01.01.2.05.08 Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Terlaks: Pendidikan dan Palatihan Pegawat
g E CUARALLS. £RpE AU el & den furgs! yang mengTkutl Pendidikan |Fungsi yang menglkut! Pendidikan dan Drang BPMD 10.000000 5000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungs! Berdasarkan Tugas dan Fungs
dan Pelathan Peiatihan
lumiah orang yang menglkutl
ksan, Sostalisasi Peran Perundang-
7.01.01.2.05.10 Soslalisas! Peraturan Perundang-Undangan feria SRL A s e, e RInCAng| |5osialsasi Peraturan Perundang- sty prang] yang) mengiutl Soslakigl Orang DPMD 5000.000 5.000.000
Undangarn Peraturan $erundang-Undangen
Undangan
Jumizh orang yang mengikut! Jumiah orang yang mengikuti &imbingan
7.01.01.2.05.11 Bimb': Teknis Implementasl Peraturan anya Bimbl Teknls Innpt |
e Tiesakskngy A Bimblngan Teknis Implementasi Teknls Implemantas! Peraturan Orang CPMD 5.000.000 £.000.000
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Perawran Perundangan Perundangam
Jumilah Capalan tndikator masing -masing
ayanan Administrasl Umu
7.01.01.2.06 Administrasl Umum Perangkat Dacrah Teridsananys Administrasl Umum Perangkat Daersh '::M ::t' R R ™ sub Kegiotan dibagl dengan Jumlah Toml Persen DPMD 121000.000 141.000.000
= |5ub Keglatan cikat 100%
: Jumish Paket kemponen Instalash Jumlan Psket Kompenen Instalasi Listriy /
101.012.06.01 P diaan Kpinponen Instalasi Tersed)
i B ponan [nsiap srasctanya) Kompgnenlnstetisl Listet/Rena®iean  |\y: i me herangan Bangununikantor |Persrangan Bhngunan BAten mng Paket DPME 10,000,000 10000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantcr
yang di sediakan disediakan
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan lumieh Paket Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan dan Perlengkapan
il fatan dan Perl Kant: .000. 000. 000
= Tersedlanya Peratatan dan Perlengkapan Kantor Periengapan Kantor yang disedizkan |Kantar yang disedigkan Paket OPMD 10.000.000 20
Jumlah Paket Paralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
7.0101.2.06.03 P diaan Perafatan Rumah Tangga ersed] Perdlatan Rumeh Ti ket .CO0. 20.000.000
enye ralatan Rum RE Tersedanya n Rumeh Tangga Tangga yang disediskan yang disediakan fal DPMD 10.000.000
701.01.2.06.04 Penydiaan Bahan Logistk Kantor tersadianya Bahan Logistik Kantor JunplaReperet Pt oI ioins | || coxtaR\PRE:Babi ) e 13 Sasite e fang Paket DPMD 20,000,000 20000000
yang disediakan disediakan
| .2.06. | Barang Cetakan da
preOL2 e Szery SR Mhardog e Tersedianya Barang Cerakan dan Penggandaan LagiaiypE] |RamppiCataciicn Uity Pasel; Bacang Cetalay) dan Paket DPMD 20.000.000 20.000.000
Penggandaan Penggandasn yang disediakan Penggandasn yang disedliakan
Jumish Dokumen Bohen Baasen den  |jumish Dokumen Bahsn Bacsén dan
7.01.01.2.06.06 Penyadiaan Bahan Bacaan dan Peratura | Bahan Bacaan Peraturan P dang-
ved P « & Tecséillama ol Peraturan Perundang - undanagan Peraturan Perundang-undansgan yang Dokumen Dpvn 5.000.000 5.000.000
Perendang-undangan undangan
yarg disediakan disediakan
7.01.01,2.06.07Penyediann Bahan/Matarist Tersedianya Bahan / Maceril jumiah Paket Bahan / Materlal yarg.  umiah Paker Bahan /Matarisl yang Paket DEMD 5,000,000 5000.000
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Jumiah Lapogran Fasiitasi Kunjungan

7.01.01.2.06.08 Fasifitast Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu o Jumlah Laparan Fasilitas) Kunjungan Tamu Lagoran DPMD 5.000.000 S.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyeienggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksanarya Penyelenggarsan Rapal Koordinasi dan  |jumiah Laporan Penyelenggaraan Jumlah Leparan Penyelenggaraan Rapat
0004 30.000.000
Konsultasi SKPD Konsultast SKPS fiapat Koordinas! dan Konsultas] SKPD |Koordinas| dan Konsultasl SKPD bpoz0 D 3 Be0
Py h: A Dinamis pada t; h
7.01.012.0610 Penatausanaan Arslp Dinamis pada SKPD Teraksananya Penatauszhaan Arsip Dinamis pa lumiah Ookumen Penatausaharn Jumlak Dokumen Penatausah#an Arsip T OPMD 3,000,000 3000000
SKPD Arsin Dinamis SKPD- Dinamis
7.01.01.2.06.31 Dukungan Pelaksanaan Slster Ter ya Dukungas Pelab Sistem ::"I"'::; D“”’s':e': D:k""s:" . fumish Dikumen Dukungan Pelaksanaan | OPMD 3.000.000 3060000
Permerintahan Berbasis Efektronlk pada SKPD: Pemarintahan Berbasis Elaktronk padz SKPD Erasanan sl it e men gl Sistim Pemerintahan Berhasls Eiektronlk umen ; e
| Berbasis Elextronik pada SKPD
lumiah Capaian indlkator masing-masing
7.01.01.2.07Pengadaan Bampyg Millk Daerah Penunjang  [Tersedianya Baréng Mtk Dasroh Penunjang Linsan  |indeks Pengadaan Barang Millk
|54 Xegiatan dibagt dengan Jumlah Tokal Persen DPMD 420.000.000 510.000.000
Pemeri
Urusan Pemerintah Daersh emerintah Caerah Daerah pada Perangkat Dagrah Sub Keglatan dlkalt 100%
7.01.012.0701 Pengadaan Kendarzan Perorangan Dinas Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau umiah Unf Kendamen Perorangan Jumlah Unit Kendarazn Perorangan Dinas
.01, umlah Unit Kenda
L 180.000.000 ¥
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan ::::;:::: liEndiegaanfnaxtanyand atau Kendaraan Jabatan yang disedtakan Lty DPvD 20000.500
7.01.01.2.07.02Pengadaan Kendaraan Dinas Operaslonal Tersadignya Kendaraan Dinas Operasional atau g‘::::::: ::ar:ldll.;::\g::.;ang lumiah Unit Kenderaan Dinas Dperasional Uit — o S 200.000.000
au Lapangan Lapangan atau Lapangan yang disedlakan
disediakam
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebe! Tersediarya Mebal furntuh Pelet Meb#! yang disediakan | lumlah Peket Mebel yarg disediskan Unit DPMD 50.000.000 50.000.000
lumiah Unit Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01,2.07.06 Pengadaan Peralatah dan Mesin Lalnnya Tersedianya Perafatan dan Mesin Lalnnya Lainnya yang disedtivtan i e Unit DPMD 50.000.000 50.000.000
7.01.01,2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor ztad Pangunan Jumlah Unit Gedunrg Kantor atau dumiah Unit Gedung Kantor atau 4
Ged Kantor atau B Lal Unit 50000.000
iannya Tersedldny Gedung dantar. angunan EXnays |Bangunan LainAva yarg disediakan Bangunan Lalnnya yang diseciakan il Lol Aoy
Jumlah unlt Sarana Prasarana Gedung |ivmlah unit Sarana Prasarama Gedung
3 Ged Tersedla Sarana dan P Gedung Kants
7.01L0LT01A0 Fengadaan. Sarana. dan Prasaran g e ove 2N Fesacns bng Kantar gtay | Kantor atau Bangunan Lalnfya yang £aritor atev Bangunan Lainnya yang unft opPMD 25000.000 25.000.000
Kantor atau Banguran Lainnye Bangunan Lalnnya
disediakan disedlakan
jumlah Unit Saana Prasarana Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung
.01.01.2.67.11 Pengadaan Sarama dan Pra Sarana dan P Pendukung Geduny
PeLOLLE & 0 o M [aceadiayal Saqalp Presang Ron . oy Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor araw Bangunan Lainnya Unit PPMD 15.000.000 15000.000
Penduxung Gedung Kantor atau Bangunan Laionya Kantor #tau Bangunan Lainfya
Bangunan Lalanya yang disedlakan vang disediakan
2 h 2 Jumlab Capaian Indlkator masing-masing
:‘Em'ml'i:in:’:;"" 53 Berain iy Urysan _;“':""‘ dass, Urusaf)/P el ';'"":":";:‘D::""h"f'"s Sub Kegiatan digagé dengan Jumlah Total Persen DPMD 56.000.000 56,000,000
merkn! er. Unusan Pemaerinta ral b el 100%
7.01.01.208.01 Penyediaan lasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jxa Surat Menyurat pumlal Léporani Renvedisan Jsa:Eyurey Lomisfj aporan; Paoyedianniiesd; St Laporan DPVD 3.000.000 3.000.000

Menyurat

Menyurat
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7.01,01,208.02 Penyediaan kasa Xomunikasl, Sumber Daya

Tersedianya Jasa Komurlkasi, Sumber Daya Alr dan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

lumlah Laporan Penyediaan Jasa

| Komunikasi, Sumber Daya Air din |komurikasi, Sumber Daya Ar dan Listrlk Laparan 5412 LT} 512 DPMD 30.000.000 30.000000
Al dan Listrik Listrlk -
Listrik yang disedlakan yang disediakan
lumiah Laporan Penysdipan lasa
74823 01.2,08;03 Presyeckatys, e Reralatars don Tersedlanya l=a Peralatan dan Perfengkapan Kantor  |Peralatan dan Perlengkapan Kantor fumiah Laporan fenyeciaan Ja paralany Laporan i 1 1 DPMD 3,000.000 3.000000
Perlengkapan Kantor ! dar: Perfengkapan Kantor yang disediakan
yang disediakan
Jumiah ‘aparan Penyediaas Jasa
h L il
7.01.01.2.0804 Penyediasn 1382 Pelayanan Urnum Xantor Tersedianya lasa Pefayanen Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang urniah Lanoran. Penyediaan s Laporan 2 2 2 DPMD 20.000.000 20,000,000
Pelayansn Umum Kamar yang disadiakas
disediakan
Jumlah Capafan Indlkator masing-masing
7.01.01.2.09Pemeliharsan Barang Milik Daerah Penunjang |Terlaksananya Pemeitharaar Barang Millk Daerah Indeks Pemneliharazn Barang Millm
Sub Keglatan dibagl dengan Jumiah Total Persen 100 00 100 DPMD 50.000.000 36.000000
D
Urusan Pemerimahan Daersh Penunjang Urusan Pemerintahan Daerak Daerah pads Perangkat Daersh Sub Kegiatan dikai 100%
7.01.012.0901 Penyedizan Ja Perneliharaan, Blaya Tersadianya Jasa Pemelih y, Biaya ] Jumlah kendaraan perorangan Dinas  |lumiah kenderaan perorangan Dinas atau
Pacnelinaraan den Pajak Kendarags Perorangan Diras stu  |dan Pajsk Kendsraan Perorangan Dinas stau Kendarasn |atauXendaraan Dinas Jabatan yang Kendaraam Dinas Jabatan yarg dipelihara Unit 1 1 1 DPMD 25.000.000 10.000000
Kendaraan Dines labatar Dinas Jabatan dipelihara dan cibayarkan pajaknya dan dibayarkan pajaknya
7.01.01,2.09.02 Penyedizan lsa Pemeliharaan, Blaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeltharaan, Jumiah Kendaraan Dinas Cperasional |[Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, dan Perfzinan Kendaraan Dinas Pajsk, dan Perlzinan Kendsraam Dinas Op al atau |awu L gan yang Dipelinara dan Lapangan yarg Dipelhara dan dibayarkan unit ) 3 | DPMD 4.000.000 5.000000
Cperasional atau Lapangan Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinan Pajak dan Perizinan
Terlaksananya Pemelinaraan Peralatan don Mesin jumlah Peralatan dan Mesin faln Jurniah Peralatan dan Mesin |ai
7.01.01.2.09.06 Pemelharaan Peraintan dan Mesin ainnya | & oo T AN Sl iR o EAVEERANERA | WS R N AR (RO A unit 1 2 2 DPMD 3.000.000 3000.000
Lainnya yang dipellhara dipelihara
7.01,012.09.08 Pemeliharast /Rehablitas] Gedung Kantar  [Yerlaksananya Pemeliharaan/Rehabiitas) Gedung gurniah Gedung Kintor dan Bangunan [Jumlah Gedung Kanter dan Bangunan
dan Bangunan Lainnya Kantar dan Bangusan Lainnya Lainaya yang Cipellhara /Direhabliitas| |Lainnya yang Dipeilhara /Cirehablitast sty 1 L . BpAA] e AT
7.01.01.2,09.10 Pemeliy JRehabiitasi g Terlak beetargn ket & Jurniah Ssrana dan Prasarana Gedung |[Jumiah Sarana dan Prasarana Gedung
g G; T !:;:tu?r::a rL ;naulna:sm::n: = Pz;rzzag:ungmx:mo?:;u ;a: un:: L:I:\i:ia " Ixaneor st Bangunar Leinrya yang | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit ) 1 1 DPMD 5.000.000 5.000.000
F B & % 5 & i Dipelihare/ Direhabiltast Dipelinara/ Dlrehabilitas!
h
7.01.01.2.0911 Pemeliharaan/Rehablitas! Sarana dan Terlaksananya Pemelharaan/Rehabiltast Sarana dan tm“::uk::":!::: pnr:;:rn:mu Jumish Sarana dan Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Penduiung Gedung Xant¢r atau Bangunan 4 ’ Gedlung Kantor atas Banguran Lainnys Unit 1l 1 1 DPMD 3.000.000 3.000.000

Lainnya

Lainnya

Bangunan Lalnnya yang Dipellhara/
Direhablitag

yang Dipelihara/ Direkabilitas!
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator
kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende dalam dua tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Perumusan indikator Xinerja Perangkat Daerah yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan
review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya
dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran
dalam Rencana Pembangunan Daerah,

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Tahun 2025 — 2026 disajikan dalam tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMD Kabupaten Ende
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No Indikator Kondisi Kinerja | Target Capaian | Kondisi
padaAwal Setiap Tahun Kinerja
periode RPJMD | 2025 2026 Pada
tahun 2022 Akhir
Periode
2026
1 | Indeks Desa Membangun 0,5917 0,6255 | 0,6461 | 0,6461
(IDM)
- Desa Mandiri
- Desa Maju 5 7 8 8
- Desa Berkembang 105 105 105 105
- Desa Tertinggal 143 143 142 142
- Desa Sangat Tertinggal 2
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BAB VIII
PENUTUP

Pada BAB VI ini sebagai BAB penutup dapat dikatakan bahwa
Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Mayasrakat dan Desa
(DPMD) Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026 setelah dipresentasikan,
diasistensi dan ditetapkan, akan berfungsi sebagai pedoman dan penentu
arah dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara pada DPMD kabupaten Ende
bersama para Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Lurah, dan masyarakat desa
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun
2025 - 2026.

Untuk mencapai Rencana Strategis ini diperlukan partisipasi dan
komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara pada DPMD, seluruh OPD pada
level Kabupaten Ende, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa serta
Lembaga Donor/NGO dengan dukungan partispasi aktif masyarakat desa dan
kelurahan.

Akhirnya Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 ini, kiranya mendapat dukungan
dari Pimpinan Eksekutif dan Legislatif serta Lembaga Donor/NGO dalam
pelaksanaanya guna mewujudkkan karakter Kabupaten Ende menujuy
masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan melalui kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui 3 fase pemberdayaan
yaitu: penyiapan masyarakat (pra kegiatan), pelaksanaan Kegiatan dan pasca
kegiatan yang dapat dililhat dari kemandirian masyarakat dalam
memanfaatkan, memelihara, dan melanjutkan hasil pembangunan desa dan
kelurahan.

Ende, 2024
_% An. Kepala DPMD Kabupaten Ende
Sekretartis,
- =
CHRISTIANA FARIDA MUDA MITE ST

PEMBINA TK. I
NIP. 19721126 199903 2 077
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Lampiran |: Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

CARA MENCAPAI TLHUAN DAN SASARAN

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Strategis Kebijakan Program Masalah Pokok Masalah Akar Permasalahan
Tujuan Sasaran
2 3 4 5 ] z 8 9 10 11
Meningkatrya Indeks Desa 1. Meningkatkan Kinerja | Nilai AKIP DPMB |Peningkatan Dokurmen Peningkatan Pelayanan Program Penunjang Urusan  |Rendahnye kinerja pegawai  [Rendahnya Kapasitas SOM dan |- Rendahrya Kapasitas SOM dan  Sarana
Kemandirin Desa |Membangun | |Perencanaan, |Perencanaan, Penganggaran, |Kesekretariatan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan, Sarana Prasarana Prasarana
IDM J: 1.Desa  |Penganggaran, Pelaporan Pelaporan dan Evaluasi Kabupaten /Kota penganggaran, pelapofan dan -Masih ada yang berijasah SLTA
Sangat dan Evaluasi evaluzsi
Tertinggal 2 - Terbatasnya Anggaran

Desa Tertinggal,
3Desa
Berkembang
4.Desa Maju

-Sarana dan Prasarana Xurang memadai

2. Meningkatnya Tata
Kelofa Pemerintahan

Desa

3. Meningkatnya Desa

yang Naik Kelas

Persentase
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa yang baik

Peningkatan Kapasitas dan
Tata laksana
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
Pemerintah Desa dalam
Penyefenggaraan Pemerintahan
Desa

Program Penataan Desa

Program Peningkatan
Kerjasama Desa

Program Administrasi
Pemerintahan Desa

Rendahnya SDM Aparatur
Pemerintahan Desa

Terlambatrrya realisas
pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan pembangunan,
pernbinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat

-Rendahnya kwalitas SOM aparatur
|Permerintahan Desa (BPD dan Aparat Desa
)

- Pesgantian Aparat Desa tidak sesual
dengan amanat regulasi

- Terlambatnya penetapan Perdesa RKP
Desa

- Terlambatnya penetapan Perdes AP
Desa
-Terlambatnya penetapan Perdes LKP}
Desa

31 Meningkatnya
Kapasitas Lembaga

Kemasyaarakatan Desa

Persentase
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa dan tembaga
adat yang Aktif

Peningkatan Kapasitas
lembaga Kemasyarakatan
Desa sebagéi penggerak
pemberdayaan masyarakat

Optimalisasi Kader
Pemberdayaan desa yang
bergabung dalam Posyardu, PKK
dan KPM

Memperkuat lembaga
kemasyarakatan desz dalam
menggerakkan swadaya dan
partisipasi masyarakat

Program Pemberdayaan
Lembaga kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat

Rendahnya partisipasi lembaga
kemasyarakatan dan lembaga
adat dalam pembangunan
Desa

Rendahnya Peran dan Fungsi
Lembaga kemasyarakatan dan
Lembaga Adat dalam setiap
tahapan pembangunan mulai
dari Pesencanaan, Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban

Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan
SDM Lembaga Kermasyarakatan dan
Lernbaga Adat tentang regulasi dan tata
kelola pemerintah Desa




Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026

NO PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN Indikator (Output) Kelompok
Sasaran 2024 2025 2026
\ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara
DAERAH KABUPATEN /KOTA efektif dan efisien selama 1 tahun 2.718.600.000| 2.917.000.000 3,483.600.000
Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinetla |Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
1 Perangkat Daerah Daerdh 115.000.000 115.000.000 115.000.000
1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kantor DPMD 10.000.000 10,000,000 10.000.000
rer Jumiah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan
2[cordinasi dan Penyusunan Dokuman RKA-SKPD
dokurmen RKA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Jumiah Dokumen Perubahan RKA SKPD den Laporan hasil Koordinasi
penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD Kantor DPMD 10.000.000]  10.000.000 10.000.000
4koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Jumiah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan
dokumen DPA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Skoordinas! dan Penyusunen Perbaten DPA-SKFD Jumiah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan hasi Koordinasi
penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
! o ) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
8 (;2;;:;3;?1‘:'“: o Lapomn Gegsi=a Mo g Hisns Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor DPMD 15.000.000 15.000.000 15.000.000
7Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jurlah Laperan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Kantor DPMD 50.000.000 50,000,000 50.000 000
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kantor DPMD 2.136.000.000]  2.084.000.000 2136.000.000
1Renyedi aan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kantor DPMD 2006.000000| 2044000000 2.096.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Merifikasi Keuangan o P
Juml P h P
2 SKPD umiah Dokunen Penatausahaan dan Pengujian / Verfikasi Keuangan SKPD Kantor DPMD 15,000,000 15.000.000 15.000.000
Jfoordinasi dan Petaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |Kantor DEMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
. ! Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
P 5
4 et i Fangrunan Lepoce Kungen Al Taien SKPD Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD Kantor DPMD 5000.000 5.000.000 5.000.000
Koord inasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulen / Semesteran SKPD dan Laporan
Bulanan/Triwwanan/Semesteran SKPD Koordinasi iyl
ulanar, oordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD Kartor DPMD 5000000 £.000.000 5.000.000
6 enyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Reslisasi Anggaran  |Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000




Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat

Indeks Pelaksanaan Adminisirasi Barang Miiik Daersh pada Perangkat

=

o

Fs

—

)

Cad

o

—

(e ]

[ez]

~q

Daerah Daerah 23.600.000 25.000.000 23.600.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Mifik =
aerah SKPD Jumiah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daersh SKPD Kantor DPMD 5,000,000 5,000.000 5,000 000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD Kantor DPMD 5,000,000 5.000.000 5.000.000
iy P, e Jumiah Laporan Hasil Penilaian Barang Miik Daerah dan Hasil Koordinasi
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penlaian Barang Milk Daerah SKPD e P i Fr—
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Rekonsiiasi dan Penyusuran Laporan Barang Miik Daerah
Daerah pada SKPD SKPD Kantor OPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000
il a SKPD Jumiah L Penatausahaan Ba Miik Daerah pada SKP!
5 Penatausahaan Barang Millk Daerah pad umriah Laporen Penatausahaan Barang aerah pa D Kaptor DEND 3,600,000 5,000,000 3600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 40.000.000 30,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  |Jumlah tUnit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai Kanlor DPMD 10000000 |
o ini i jan {Jumiah D dan P ini i |
endataan dan Pengelotaan Administrasi Kepegawaian |Jumiah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kartor DEMD 5.000.000 5000000 5.000.000
Monitoring, Evaluas! dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumiah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Kartor DPMD 5,000,000 5.000.000 5.000.000
Pendidkan dan Pelatinan Pegawai Berdasarkan Tugas |Jumiah Pegawai berdasarken tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan
3dan Fungsi Pelatihan Kantor BPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
el " ’ A— §
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumiah orang yang mengkuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- |Jumiah orang yang mengkuti Bimbingan Tekris Implemerttasi Peraturan
5|Undangan Perundangan Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.000.000 160.000.000 160,000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumnlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor disediakan Kantor OPMD 20.000.000 20.000.060 20.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
3| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumiah Pzket Peralatan Rumah Tangga yang dised akan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
4Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
5Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumiah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Penyadiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- |Jumiah Dokumen Behan Bacasn den Peraturan Pefundang - undanagan yang
undangan disediakan Kantor DPMD 5000.000 5.000.000 5.000.000
Penyediaan Bahan / Material Jurnlah Paket Bahan / Material yang disediakan Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000




g|Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumiah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi : ;
olskpD Jiemlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kantor DPMD 30,000,000 30.000.000 30,000,000
1| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumiah Dokumen Penatausahaan Arsp Dinamis pada SKPD Kantor DPMD 5000000 5.000.000 5.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis [Jumiah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis
11| Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan i
Bamntioralh fiacost Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkal Daerah 130,000,000 370,000,000 890,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumiah Unit Kendaraan Perorangan Dinas alau Kendaraan Jabatan yang
endaraan Dinas Jabatan disediakan Kantor DPMD 180.000.000 200.000.000
[Fsgatiaen Nendain Do Opesasional st Jumiah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
Lapangan Kantor DPMD 25000000 | 50.000.000 50.000:000
3pengadaan Mepel Jumiah Paket Mebel yang dised akan Kantor DPMD 15.000.000 50.000.000 50.000.000
4Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnys yang disediakan Kanior DPMD 50.000.000 50.000.000 550,000,000
Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau |Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Kantor alau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya disediakan Kantor OPMD 25000000 25.000.000 26.060.000
6 Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung |Jumiah Urit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang disediakan Kantor DPMD 15.000.000 15.000.000 15.000.000
::Llry:‘diaan Jasa Ramen]ang Veisan: Pameriniion indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.000.000 56.000.000 56.000.000
tPenyediaan Jasa Surat Menyurat Jumiah Laparan Penyedisan Jasa Surat Menyurat Kantor DPMD 3,000,000 3,000,000 3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrk yang
Listrik dised.akan Kantor DPMD 30.000.000 30.000.000 30.000.000
. . Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
i lengk X
3Penyediaan jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor p—"— Kartor DEMD 3,000,000 3,000,000 3,000,000
4| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Kantor DEMD 90,000,000 20.000.000 20,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang . =
Urusan Pemerintah Daerah Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah $8.000.000 67.000.000 73.000.000
Penyeqaan Jasa Pemellharaan,Blaya Pemeliharaan Sk s e Ui, sy eommens s ey
dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan s Biveus ey B Gortidn
Dinga Jabatan pelho yerkén pejaiya Kantor DPMD 10.000.000 25,000,000 10.000.000
Pernehha;aan .}gsa Pemehharaan,_Bnaya Pemgllharaan, Jumiah Kengaraan Oinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional -
2| atau Lapangan B Kantor DPMD 20.000:000 4.000.000 25.000.000




Femeliharaan Peraiatan dan Mesin lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

3 Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan : e ! e
: Juml B habilit
a|Bangunan Lainya umlah Gedung Kanter den Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pemelinaraan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainaya yang
£] K Lainnya Dipelihara/ Direhabil tasi
5.:eclung antor ateu Bangunan Lainmy peli rehabil tasi Kaitor DPMD 500,000 5,000,000 5.000.000
Pemeliharaan / Rehabllitasi Sarana dan Prasarana Jumiah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainn Dipelihara/ Direhabiitasi
6 il . Y . Kantor DPMD 3000000 3,000,000 3000000
1 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Penataan Desa 1075.000.000]  1.250.000.000 1.305.000.000
Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa 1075.000.0001  1.250.000.000 1.305.000.000
fFembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Jumiah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, PenggabUngan,
perubahan status Desa dan Perubehan Status Desa 5 Desa 775.000.000 900,000,000 900,000,000
2|Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasiitasi Penataan Wilayahnya i I )
3|Fasilitasi Penataan Kewengan Desa Jumiah Terfasfitasi Penataan Kewenangann
— - cofo e s 5 Desa 100.000.000|  150,000.000 160.000.000
4|Fasiltasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasiitasi Penamaan dan Kode Desa 5 Desa 100.000.000 100.000.000 150.000.000
Fasiiitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat | Jumiah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarskat Hukum Adat dan Desa
dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Adat Kewenangan Kabupaten / Kota
6| Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasiitasi 5 Desa 100.000.000 100.000.000 105.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Peningkatan kerja sama Pedesaan
[ 75.000.000 150.000.000 155.000.000
Fasllitasi Kerja sama antar Desa Persentase Peningkatan kerja sama Pedesaan
j S (e 75000000] 160,000,000 155.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten o e st 5 e 0 oy i/ A
alau Kota
1 5 Dokumen 75.000.000 150.000.000 155.000.000




Fasilitasi Kerja Sama Antar Cesa dengan Pihak Ketiga
dalam Kabupaten/kota

Jumiah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam
Kabupaten ! Kota

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedasazn

Jumiah Dokumen Hasi Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

on

10

Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawataran Desa yang
75.000.000 000, 155.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINT AHAN DESA  [ord Administras| Ll
Persentase BUMDes berkembang 175.000.000 300,000,000 310.000.000
Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawataran Desa yang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan tertib Administrasi 75.000.000 150.000.000 155.000.000
Administrasi Pemerintah Desa
Persentase BUMDes berkembang
175.000.000 300.000.000 310.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan A ,
hesa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Admitistrasi Pemerintahan Desa B Bitinioi 5,000,000 7 000,000 10.000.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil  Penyusunan Produk Hukum Desa
2 255 Dokumen 5.000.000 9.000.000 10.000.000
gaezlal:taSI Pemyusuran Peranognaon Pambanguian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
255 Dokumen 5,000,000 8.000.000 10.000.000
Fasilitasi P fofaan Keua Desa Jumiah Dok hasil Pengelolaan Ke
4 asilitasi Pengefofaan Keuangan umiah Dokumen hasil Pengelolaan Keuangan Desa 255 Dokumen 5,000,000 16,000,000 11,600,000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah Aparatur Pemerintth Desa yang Mengikuti Pembinaan
Pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas 150 Orang 5,000,000 7000.000 10.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumiah Laporan Penyelenggaraan Musyawarsh Desa
8 i : . 3 265 Laporan 5000000  7.000.000 10,400,000
Evaluasi dan Pengawasan Peraluran Desa Jumlah  Dokumen  Hasil Evaluasi  dan Pengawasan Peraturan Desa
7 e ; 255 Dokumen 5000000]  10.000.000 9,000,000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Jumlah  Dokumen Hasl Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa
embaga kerja sama aniar Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 20 Dokumen 100.000.000 200.000.000 200.000.000
Penyeienggaraan Pemifihan, Pengangkatan dan Jumlah  Laporan  Hasil  Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan
Pemberhentian Kepala D dan Pemberhentian Kepsla Desa
b i ¢ 177 Laporan 5000000|  47.000000 30,000,000
Fasiiitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat .
Desa Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 15 Leparan 5,000,000 7 000,000 7000.000




Jumlzh Dokumen Profil Desa

14 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 255 Dokumen 5.000,000 8000000 10.000.000
P Fasilitasi Manjemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasit Manajemen Pemerintahan Desa ! )
iitasi | D P
7 Fasiitasi Pengelolaan Aset Desa Jumfah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 15 Dokumen 75,000,000 100,000,000 110.000.000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumiah Anggota BPD Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
n 9 P 9 I B e " 150 Orang 5000.000 6,000,000 7,000,000
1 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumiah Desa yang Difasiitasi dalam Penetapan Dén Penegasan Batas Desa 5 Desa 5,000,000 6.000.000 8000000
4 |Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumiah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa 30 Laporan 5,000,000 6,000,000 8.000.000
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang
17iKabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Desa 6Dokumen 5.000.000 7.000.000 9.000.000
Fasilitasi Evaiuasi Perkembangan Desa Serta Lomba  |Jumlah Dokumen Hasil Evaiuasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan
Kl
18 Desa dan Kelurahan elurahan 6 Dokumen 5,000,000 £ 000.000 £.000.000
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, |Cakupan Lembaga Kemesyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemberdayaan Mas yarakat
275.000.000 500.000.000 520.000.000
Pemberday2an Lembaga Kemasyarakatan yang
bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang |Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten / Kota 275,000,000 500,000,000 520.000.000
|identifikasi dan inventarisasi Mas yarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil identifikasi  dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
i 12 Dokumen 10.000.000 30.000,000 40.000.000
Fasiftasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Jumiah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayaqunaan
5 Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan  |Kelembagaan Lembaga Kemasyarakalan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kefurahan dan
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adal |Masyarakat Hukum Adat
8 Dokumen 65.000.000 130.000.000 200.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurshan (RT, RW, PKK, Posyandu,
emasyarakatan Desa / Keiurahan (RTRW, PKK, Posyandu, |LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desafelurahan dan Masyarakat
LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan  |Hukum Adat
dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
24 Lembaga 35,000.000 40.000.000 40,000.000




Fasiltasi Penyediaan Sarana den Prasarana Kelembagaan
tembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RTRW, PKK,
Posyandu, LPM dan Kareng Taruna) Lernbaga Adat Desa /
Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jurmlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembega Kemas yarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3Unit 25.000.000 40,000,000 30.000.000
Fasiitasi Pemerintah Desa dalam Pemenfaatan Teknologi  [Jumiah Leporan Hasit Fasfitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi
g{Pewat Gna Teget Guna 3Laporan 20000000 30,000,000 30.000.000
Fasilitasi Bulan Bhakti G ka il Fasilitasi i M
7 asylitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4 Laporan 50,000,000 20.000000 30000,000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Jumiah Dokumen Hasil Fasiltast Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
9|Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Gerakan Pemberdayaan Masyaraka! dan Kesejahteraan
Keluarga Keluarga
100 Dekumen 100.000.000 150.000.000 150.000.00¢
Jumlah 4393600000 5.267.000.000 5.928.600.000




Lampliran : il Indikator Kinerja Kunci/Utama {IXK / IKU } DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026

Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa
1. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilltas Kinerja

Tahun Dasar
Kandisi Kinerja
Indikator Pr: .
Program [nmcm::;mm Kegiatan / Sub Keglatan Indlkator Kinerja { output) Formula Indikator Satuan 2024 2025 2026 Akhir periode
Formuia Angka Renstra
1 2 2 4 B [ 7 8 11 12 3 14
Program Penyelenggaraan
P::miang A.dr:InlstrI:s] Jumlah Capalan Indikator masing-masing
iiadns Btkantocan :egiia:n ::::i dengan Jumiah Total Sub | Persen 100 100 100 100
Pemerintahan  |Perangkat Daersh Syt
Daerah sacara efektif dan el el = i
Kabupaten / efisien selama 1 | perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi |Indeks Perencanaan, Penganggaran dan | A, Sy L
Kota tahun Kinerja Perangkat Daerah Evaluasl Kinerja Perangkat Das#reh Buls Kagintaey Qliag? dangs juoish Total  Persen 0 bt i g
Sub Kegiaten dikaii 100%
Penyusunan Dokumen Perancanaan Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat [Jumiah Dokumen Perencanaan yang
s Dokumen
Perangkat Daersh Daerah rersedia
Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laperan
R
i;::‘r)dlnul dlom Paryuiysna, Dolomen RIcA- hasil Koordinasi penyusunan dolwmen Jumlah Dokumen RKA yang tersedia Dokumen
RKA SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD
Koordinasl dan Penyusunan Dokurnen H RN s Jumtah Dokumen Perubahan RKA yang
RanubsHan RGASKRD) dan Laporan haslt Koordinasi penyusunan et Dokumen
dokumen Perubahan RKA SKPD =€
lumiah Dokumen DPA SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD hasit Koordinasi penyusunan dokurnen Jumliah Dokumen DPA yang tersedia Dokumen
DPA SKPD
Koordinast dan Penyusunan Perubahan DPA MRS It Pemb..ahan iy Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang
SkPD dan Laporan hasil Koordinasl penyusunan e Dekumen
dokumen Perubahan DPA SKPD el
Jumiah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Laparan Ikhtisar Reallsasi Kinerja SKPD dan il \Lsparap Gapalap fag iitlsag
- ) " ¢ Reatisasi Kinerja dan Laporan Hasil
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasl Laporan Hasll Koordinasi Penyusunan - Laporan
3 . X Koordinator Penyusunan laporan Capaisn
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan lichtisar Kingt ol s s e e e e
Realisasi Kinerja SKPD ! BESERNE
E i Ki £
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja yang —

daerah

tersedia




3 4 5 6 11 12 3
Jumiah Capalan Indikator masing-masing
Indeks Pel Administrasi
Administrasl Keuangan Perangkat Daerah Per:ns k::;: :::;1 M Keusngan Sub Keglatan dibagi dengan Jumiah Total 100 100 100
8 Sub Keglatan dikall 100%
Jumigh Orang yang menerima Gaji dan | Jumiah Orang yang menerima Gaji dan 0 orang/ | 31 orang/ | 31 orang/
i j o] 4
Renysilisna Hu Tuifanges) RS Tunjangan ASN Tunjangan ASN vaung; e 14 Bulan 14 Bulan 14 aulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumiah Dokumen Penatausabaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan R — it 68 11
Pengujian fverifikast Keuangan 5KPD Pengujian / Verifikasi Keuangan pengujian / Verifikasl Keuangan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jurnlah Dokumnen Koordinasl dan Jumiah Dokumen Koordinas! dan G 5 5 3
SKPD Petaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi
Jumtah Laporan K khir F.
Lo e"'a"Fa" RéaEshun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
! ] perangkat Daerah { Laporan Keuangan Laporan il 1 1
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laparan Keuangan Akhir
Akhir Tahun n )
Tahun SKPD
lumiah Laporan Keuangan
Bula i
Koordinasl dan Penyu.sunan Laporan ulanan/T nwu.lanISemesteran SKPD dan Jumiah Laporan Keuangan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Laporan Koordinasl Penyusunan Laporan Laporan p3 2% %
Bulanan, Triwulan dan Semesteran
SKPD Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Anallsis lumish Dokumen Pelaporan dan Anatisis [ Jumlah Dokumen Pelaporan dan Anallsis Bk g 1 1
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasl Anggaran Prognosis Reatisasi Anggaran
ian Indikat -
Administrasi Barang Milik Daerah pada Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Jumiah Capaian Ikaton masinganasing
e e Milik Daerah pada Perangkat Daerah sub Kegiatan dibagi dengan lumlah Total Persen 100 100 100/
rivgiat Daged pa Sub Keglatan dikall 100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik |Jumiah Rencana Kbutuhan Barang Mifik Biokiraes i 1 q
Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Daerah SKPD
Jumiah Dokumen Pengamanan Barang
P £ ilik Tersedianya Penj I oran 1 i3 i
ghgamanan Barang Milik Daerah SKPD e y jaga Malam g
Jumlah Laparan Hasll Penitaian Barang Jumiah Laporan Hasll Penllaian Barang Milik
inasi Peniai i
;::r'::"“::;;"" nijzian Barang Mk Millk Daerah dan Hasil Koordinasi Daerah dan Hasil Koordinas! Penitaian Laporan 1 1 1
Penifalan Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah
A TE— 2 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Jumlah Laperan Rekonsitiasi dan
KD a.s. MpLELGAE “3g0rAn Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |Penyusunan Laporan Barang Milik Daerab taporan 12 12 12
Barang Milik Daerah pada SKPD SKPD SKPD




3 4 5 5 11 12 n 14
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada |Jumiah Laporan Penatausahaan Barang Jumiah Laporan Penatausahaan Barang
Laporan 12 12 12
SKPD Mifik Daerah pada SKPD Millk Daerah
Jumlah Capaian indikator masing-masing
Administrasi Kepegawalan Pera t Indeks Pelayanan Administrasi
T mgh " awm‘: iyl Sub Kegiatan dibagi dengan Jumiah Total Persen
Sl 6 Sub Keglatan dikali 100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin [Jumlah Unit peringkatan sarana dan
i R 3 pe. B = Tersedlanya Mesin Absens Unit - i 1
Pegawal prasarana Disitplin Pegawai
Pendataan dan Pengotahan Administrasi Jumiah Dokumen Pendataan dan Jumiah Dokurnen Pendataan dan
; f f Ty -y . ; Dokumen 1 1 1
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepeg Peng Administrasi Kepegawaian
Muonitoring Evaluasi,dan Penilaian Kinerja |lumlah Dokumen MonitoringEvaluasi dan |Jumtah Dokumen MonitoringEvaluasi dan SBFimen N " =
Pegawal Penilaian Kinerja Pegwai Penliaian Xlnerja Pegawal
| p i !
peradan o et oo [ L7 o b 0|yt e s s | o | =1 =
{l n an
Berdasarkan Tugas dan Fungsi gs. yang B S EsTIaRE e 5 Lo
Pelatihan Pelatlhan
Jumlah orang yang mengikutl Soslalisasi  |lumlah or mengikuti Soslalisas!
Soslallsasl Peraturan Perundang-Undangan . rg yang g b OGNV E] R Orang 2 i) 2
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
lah or ang mengikutl Bimbingan h or i
Bimbingan Teknis Implementast Peraturan Jum? ACg YAng Bl S jumiabl creng; vang menglut: Bimbingary
Teknis Implementasi Peraturan Teknls impiementasi Peraturan Kali 1 il )
Perundang-Undangan
Perundangan Perundangan
Jumlah Capafan indikator masing-masing
Indeks Pelayanan Administrasl Umum
Administrasi Umum Perangkat Daerah Peransgk:t l::erah 2 Sub Keglatan dibagi dengan Jumnlah Total Persen
Sub Keglatan dikali 100%
Paket 5 istri i
Penyedisan Komponen instatasi lumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / |iumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor yang Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 12 8 8
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2
disedlakan disediakan
Penyedlaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan |Jumiah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket m 5 G
Kantor Kantor yang disedlakan Kantor yang disediakar
Jumlah Paket Perajatan Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 ; ‘E L jumizh Pa'f“ Perslatan Rumah Tangss Paket 5 3 i
yang disediakan yang disediakan
J h P, Bal isti
Penyediaan Bahan Logistik Kantor umlah Paket Bahan Legistik Kantor yang  [Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang o e 50 50

disediakan

disediakan




Kantor atau Bangunan Lalnnya

disediakan

disediakan

3 4 5 6 1% 14
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan e 0
Penggandaan Penggandaan yang disediakan Penggandaan yang disediakan
lumiah Dokumen Bahan ) han B d:
U T I — lurnla urmel Bacaan dan umiah Dokumen Bahan Bacaan dan Surat Kabar /
e i Peraturan Perundang - undangan yang Peraturan Perundang - undangan yang Bt 2
SRR rE O B disediakan disediakan
Sumlah Paket Bahan / Material yan milah Paket Bahan / Material yai
Penyediaan Bahan/Material g / g Jlfl i / e Paket 4
disediakan disediakan
FasHitasi Kunjurgan Tamu Jumiah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Bulan 2
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat |Jjumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kali 3
Konsuitasi SKPD Koordinasi dan Konsuftasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan Ars Jumlah Dokumen Penatausahaan Ars|
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bies P 4 P Kall 1
Dinamis SKPD Dinamis
ana Jumi Dukungan Pel
Dukungan Pelaksan: a.n Sistem ‘ ah Dokumen Dukungan Pelaksanaan P T T T T re—
Pemerintahan Berbasis Elektronlk pada Sistim Femerintahan Berbasis Elektronik Tahun 1
Sistim Pemerintahan Berbasis Elektrondk
SKPD pada SKPD
|}fumiah Capaian Indikator masing-masing
indeks Pengad. Hik D
:engadannu?auzngpminkﬂoz::g g sy mng;( :alr; Ba;;ng M aerah Sub Keglatan dibagi de st et
enuniang n Pemerin aeral pada Perangkat Daer Sub Kegiaton Dikall 1009:
Pengadaan Xendaraar: Perorangan Dinas  [jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Unit
atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Jabatan yang disediakan |atau Kengdaraan Jabatan yang disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional  |lumtah Unit Xendaraan Dinas Operasional [Jumiah Urit Kendaraan Dinas Dperasioral i
atau lapangan atau Lapangan yang disediakan atau Lapangan yang disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan jumiah Paket Mebel yang disediakan Uit 6
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan |lumiah Unit Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Unit 9
Lainnya Bangunan Lainnya yang disediakan Lainnya yang disediakan
- Ananiiiianal Ham Bl ssaranaiaEdey lumlah unit Sarana Prasarana Gedung Jumfah unlt Sarana Prasasana Gedung
ErgRCaant = ERsAmnaaeding Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit -




dan Banguran Lainnya

Lainnya yang Dipefihara /Direhabilitasi

Lalnnya yang Dipelihara /Direhabilitast

3 4 5 6 11 12 i3 14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jurnlah Unlt Sarana Prasarana Pendukung [Jumfah Unit Sarana Prasarana Pendukung
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit - 1 1
Lainnya vang disediakan yang disediakan
Jumiah Capalan Indikator masing-rmasing
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Indeks P diaan Jasa Penunja
Pe':e ﬂm::a" <er: g et Sm';a P’"’:"m';an Dw;;"j b Sub Keglatan dibagi dengan Jumlah Total Persan 00 100 100
Rl Sub Kegiatan dikall 100%
Jumiah La Penyediaan lasa Surat
Penyediaan asa Surat Menyurat um poran Penyediaan lasa Suraf Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kali 12 12 7
Menyurat Menyurat
Jumiah Laporan Pe jaan Jasa d
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya ol p.or n Penyeciag Jumlah'Lap.oran Renyeciasgy .Jasa . Rekening/
e st Komuniicasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Komunikasi, Surmber Daya Ak dan Listric Ty 5/12 5/12 5/12
yang disediakan yang disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan e Y lumiah Laperan Penyediaan Jasa Peralatan .
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang unit 1 1 id,
Perlengkapan Kantor . dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
disediakan
h La Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelaya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (o it m VERrRLLFanyag L Orang 2 2 2
Pelayanan Umum Kantor yang disediakan |Umum Kantor yang disediakan
1} 3
Pemeliharaan Barang Mlilk Daerah Indeks Pemeilharaan Barang Millk gumlal Capaian) Wdikatos maiing; masing
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |Daerah pada Perangkat Daerah Fl Keglatan, cHhagl dengen Mumlat Tots bersen g i
® 5 B Sub Keglatan dikali 100%
P ih B
::r::::;::;‘aﬁm Z‘:j:t ;::;}a;:ya Jumiah kendaraan perorangan Dinas atau |lurnlah kendaraan perorangan Dinas atau
’ ' Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara |Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Unit 1 1 1
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 1
dan dibayarkan pajaknya dan dibayarkan pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bi
-Penrellhar:an ?a’al:n d;n Periz'lnai:va Jumiah Kendaraan Dinas Operasional atau |lurnlah Kendaraan Dinas Operasional atau
v i 1 Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan unit 3 ] 3
Kendaraan Dinas Operasional atau “
Pajak dan Perizinan Pajak dan Perizinan
Lapangan
Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang |lumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang - . 3 2
Lainnya dipelihara dipelihara
Pemeliharaan/fRehabilitasi Gedung Xantor |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan it . 3 1




3 4 5 6 8 11 12
pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumiah Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan  |Kantor atau Banguran Lainnya yang Kantor ateu Bangunan Lainnya yang Unit * il 1
Lainnya Dipelibara/ Direhabilitasi Dipelihara/ Direhabilitasi
Pemeliharaan /Aehabilitasi Sarana dan Jumiah Sarana dan Prasarana Pendukung |jumilah Sarana dan Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau |Gedung Kamtor atau Bangunan Lainnya  |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit H 1 1

Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/ Direhabilitasi

yang Dipelihara/ Dire habiilitasi




2 Meningkatnya Tata Kefola Pemerintahan Desa

Indikator Program

Tahun Dasar

Kondisi Kinerja

Program {out come] Kegiatan Indikator Kegiatan (output} Farmula Indikator Satuan 2024 2025 2026 Akhir Periode
Formula Angka Renstra
1 2 3 4 5 ] 7 8 11 12 13 14
Jumlah Desa yang terealisasi penataan
PROGRAM Persentase
PENATAAN DESA | Penataan D desa/jumiah Desa yang dh.lusulkan untuk Persen 100 100 100 100
dilakukan penataan desa dikall 100%
Persentase Penyelenggarasn Penataan Jumiah Desa yang taresticas! penataso
Penyelenggaraan Penataan Desa s yelengs desa/lumiah Desa yang diusulkan untuk Persen 100 100 100 100
dilakukan penataan desa dikali 100%
lumlah Desa yang Melakukan Jumlah Desa yang Melakukan
Pembentukan, Penghapusan, |Pembentukan, Penghapusan, Pembentukan, Penghapusan, & 0 5 5
Penggabungan, dan Perubahan Status Desa |Penggabungan, dan Perubahan Status  |Penggabungan, dan Perubahan dibagi el
Desa Jurnlah Dess yang diusulkan dikall 1009%
Jumlah Desa vyang Terfasilitasi
Desa Terfasilitasi
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa o y0e ! Penataan Kewenangannya dibagi Jumlah Desa 9 5 5
Penataan Kewenangannya ’
Desa yang diusutkan dikali 100%
c Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan
P 3
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa jamiall [Desanyane) Teptaztas| dan Kode Desa dibagi jumlah Desa yang Desa g 5 5
Penamaan dan Xode Desa 5 ’
diusulkan dikail 100 %
Tumiah & dan P ra D
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa =L ". al.ana b anana DEs;yang Jurnlah Sarana dan Prasarana Desa Unit ] 5 5
terfasilitasi
PROGRAM Persentase Jumiah Desa yang didamping! dibags
PENINGKATAN | Peningkatan Kerja seluruh desa yang melakukan kerjasama Persen 100% 100% 100% 100%
KERJASAMA Sama Pedesaan dikall 100%
DESA
Persentase Peninghatan Ketja Sa Desa ¥; K na
|Fasititasl Kerja sama antar Desa o ngi jn Sama A 0Ky kb s er ;4 Persen 100 100 100 100
Pedesaan Antar Desa
Fasilitasi Kerja Sama Amtar Desa dalam Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa |Jumiah Dokumen Kerja Sama Antar Desa T 3 5 3 g
Kabupaten/Kota dalam Kabupaten /Kata dalam Kabupaten /Kota




il i q 5 & 7 11 3 14
1 Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Jumitah Dess yang tertib administrasi " 00 100 100 100 100
Desa yang tertlh administrasi dibagl jumish desa seluruhnya dikali 100%
PROGRAM
ADMINIS TRASH
PEMERINTAHAN
A Jumlah BUMDes yang sudah berkontribusi
2 Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADES ke PADES dibagi Jumiah BUMDes yang % 4/55 x 100% 127 127 9,09 16,51 10,91
sudah Penyertaan Modal dikali 100%
1 Cakupan pemerintah Desz dan 8adan
Jumiah Desa yang tertib administrasi
Cesa 100 100 100 100
Pam.'m.svawaratzn L dibagi jumiah desa seluruhnya dikali 100% H s
Pembinaan dan Penga administrasi
Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa Jumlah BUMDes yang sudah barkontribusi
: !:e;::::; f:lﬂl\:!:;e: v:::is ke PADES dibagl Jumlah BUMDes yang % 4/55 x 100% 127 7.27 9,09 10,51 109
P sudah Penyertaan Modal dikaii 100%
Jumiah Dokumen Penyelenggaraan
' . i
:aslllt;sl P:nye[l’Enggaraan Adkinkstpsi rdml.ah E’Okl_":en P?n:;iengg:sr:an Administrast Pemerintahan Desa dibagi Dokumen 252255 8160 640 640 640,
emerintahan Desa ministrasi Pemerintahan jumiah desa dikali 100%
i ekeen gl PiREaG Jumiah Dokumen Hasii Penyustnan
Fasititasi Penyusunan Produk Hukum Desa i Y Produk Hukum Desz dibagl Jumiah Desa Dokumen |5 x255 desa 175 783 851 ™
Produk Hukum Desa
dikall 300%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan SR e Sk W jamiit Bz Kl Faopusuan
P:r:ban i v‘;Jes Penyusunan Perencanaan Pembangunan |Perencanaan Pembangunan Desa dibagl Dokumen |2x255 Desa 510 55 55 255
gunan Besa Desa Jumiah Desa dilaki $100%
Jumiah Dokumen hasil Fasititasi lumiah Dokumen Pengelolaan Keuangan
Fasilitasi P ol Dokume: 1x255 Desa 255 255 255 55
aalitasd RengelGlagn Kevanpan Desa Pengelalaan Keuangan Desa Desa dibagl Jumiah Desa dikall 100 % sy
B e i T Jumlah  Aparatur Pemerintah Desa [Jumiah Aparatur Pemerintah Desa
A S L yang Mengikyti Pembinaan Peningkatan  |yang Mengtkutl Pembinaan Peringkatan Orang 100 50) 100 150
Pemerintak Desa L
Kapasitas Kapasitas
I Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Rastiiast Penysieggna Moyl | |aotall Tipsren Fesital Musyawarah Desa dibagi Jumlah Desa dikall|  Laporan  |1x255 Desa 25 25 25 255
Desa Penyelenggaraan Musyawarah Desa
100%
o = S Jumiah  Dokumen  Hasil  Evaluast
£valuasi dan Pengawasan Peraturan Desa g dan Pengawasan Peraturan Desa dibagi Dokumen 765 774 8] 792

dan Pengawasan Peraturan Desa

lumiah Desa dikali 100 %

3x255 Desa




3 4 5 6 11 12 13
Jumiah Dokumen Hasll Pembinaan
tumlah Hasil Pembinaan
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa = ik : ™ Pemberdayaan BUM Desa dan
dan Pemberdayaan BUM Desa dan ] ] Dokumen 10 0
dan Lembaga Kerja sama antar Desa AR Sy e T Lembaga Kerja Sama antar Desa dibagt
i I Jumiah BUMDes yang dibentuk dikali 100%
3 Jemiah  Laporan  Hasil
2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan ASeiE  Eemesany Hasil Penyetenggaraan Pemitihan,
. Penyelenggaraan Pemilihan, -
Pemilihan, Pengangkatan dan - Pengangkatan dan Pemberhentian Laporan 167 177
: Pengangkatan dan Pemberhentian 1 Lh
Pemberhentian Kepala Desa e BRI Kepala Desa dibagi Jumlah yang
i direncanakan X 100%
lumlah 13 P tan da
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian |Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan 5 porary Penemngiatan dan
P Kat O dan Permberhentian Perangkat Desa pemberhentlan Perangkat Desa dibagi Laparan 5 5
Gl i T Jumlah Desa yang direncanakan X 100%
Jumlah Dokumen Profil Desa
Fasilitasi Penyusunan Profi Desa oy A Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun |  Dokumen
tersusun
115 255
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas! Jurnlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset
Fasi Dokume by 264
asilitasi Pengelolaan Aset Desa el B Lo umen
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota |Jumlah Anggota BPD yang Menglkuti Jumiah Anggota BPD yang Mengikuti Biai 100 150
BPD Pembinaan Peningkatan Xapasitas Pembinaan Peningkatan Kapasitas e
Jumtah Desa yang Difasilitasi salam
Fasiiitasi Penetapan dan Penegasan Batas |lumiah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa D 9 5
Desa Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dibagl Jumish Desa yang diusulkan dikali
100%
; Jumiah Laporan Hasll Pembinaan
Jumiah Laporan Hasil Pembinaan
Fasfiitast Pembinaan Laporan Kepala Desa s e . Laporan Kepala Desa dibagi Juriah Desa Laparan i) 10
Laporan Kepata Desa -
dikali 100%
Pelaksanaan Penugasan Jumtah Dokumen Penugasén Urusan / Jumiah Dokumen Penugasan Urusan [
Urusan /Kewenangan Kabupaten/Kota yang |Kewenangan Kabupaten/Kota yang Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dokumnen 2 5
Dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Desa
Faslitas! Evaluasi Perkemba Desa sert Jumlah Dokumers Hasil Evaluasi Jumiah Dokumen Hasil Evaluasi
BN lEias] Tuguas m2Angany e aedd Perkembangan Desa serta Lomba Oesa Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Dokumen 2 2

Lomba Desa dan Kelurahan

dan Kelurghan

Kelurahan dibagi Jurnah Desa dikali 100 %




3. Meningkainya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Indikator Program

Tahun Dasar

Kondist Kinerja

Program Kegiatan Indikater Kegiatan [output} Formula Indi kator Satuan 2024 2025 2026 Akhir Periode
[out come) Renstra
Formula Angka
1 2 3 4 7 b 7 -] 11 12 13 14
PROGRAM Jumiah Lembaga Kemasyarakatan dan
PEMBERDAYA Lemb dat l
aga Adat yang Terlibat di Dalam 206
AN LEMBAGA Cak:lparl ; el;n Ibagapl(emns:amkata:q 8o Lim::aga Adats yang Pemberdayaan Masyarakat dibagl Totad Persen i;gﬂﬁ 67,46 75,55 80,95 100 100
KEMASYARA Terllbat BAR e Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga
KATAN, Adat dikall 100%
LEMBAGA ADAT
DAN
MASYARAKAT Pemberdayaan Lembaga Kemasy 1
HUKUM ADAT vang Bergerak dl Bidang Pemberdayaan Jumiah Lembaga Kemasyarakatan dan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daersh  |Cakupan tembaga Kemasyarakatan dan |Lembaga Adst yang Terfibat di Dalam 2500/3706*
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Lembaga Adat yang Terllbat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat dbagl Total Persen 100 6746 75,55 80,55 100 100
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarak |Pemberd Y Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga
Palakunys Hukum Adat yang Sama dalam Adat dikall 100%
Daerah Ksbupaten/Kota
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat |lumlah Dokumen HasH Identifikasi dan |Jumtah Dokumen Hasil Identl fikasi  dan firunen . . 3 7 12
Hukum Adat Inverttarisasi Masyarakat Hukum Adat inventarisasl Masyarakat Hukum Adat
Sl Rk M e lumiah Dokumen Hasil Penataan,
u asil Pen: L
Fasllitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatar
r tan Desa/Kelurahan (RT, RW Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PK, Posyandy
emasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, |1, oo rolyrahan (RT, RW, PKK, Posyandy, VYL PR Posyanctes |} oy e 10 B 17 n
PKK, Pasyandu, LPM, dan Karang Taruna), LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Lernbaga Adat Desa/Kelurahan dan Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Masyarakat Hukum Adat e Adat dibagi Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan dikall 100%
lurmlah Lembaga Kemasyarakatan
b T |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurshan (RT, RW, PKK, Posyandy,
L'";’ t:" a:’a’ hkst ee:e '7:’? 5 Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, |LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
embaga Kernasyarakatan Desa/Kelurahan
LPM, dan Karang Taruna), lembaga Adat |Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
{RT, AW, PKK, Posyandu, LPM, dan Xarang 4 g ) E / Y Lembaga 100 120 830 145

Taruna), Lembaga Adat Desa/Xelurshan
dan Masyarakat Hukum Adat

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat
yang Ditingkatkan Kapasltasnya

Adat

yang Ditingkatkan Kapasitasnya dibagi
Jumlah Lersbaga Kemasyarakatan dikali
1D0%




3 L 5 6 8 11 12 13 1

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana |Jumiah Sarana dan Prasatana tumlgh Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Ketembagaan Lembaga Kemasyarakatan |Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, |Desa/Kelurahan [RY, RW, PKK, Posyandu, |(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang ik 9 i 3
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat LPM, dan Karang Tarura), Lernbaga Adat | Taruna), Lembaga Adat Desa/Xeturahan
Desa/Kejuraharn dan Masyarakat Hukum Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum  |dan Masyarakat Hukum Adat dibagi Jumiah
Adat Adat Lembaga Kemasyarakatan di kali 100%

Jumlah La Hasil Fasilitasi Pemerintah [lumlah taporan Hi i intah
b i s urnila poran Hasl asl Pemerin u P asil Fasilitasi Pemerin
A Desa dalam Pemantaatan Teknologl Tepat |Desa dalam Pemanfaatan Teknologl Tepat Laporan il 2 3
3 of, lepar i Guna Guna dibagi lumiah Desa X 100%
FasHitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Jumiah Laporan Hasit Fasilitasl Bulan  |Jumlah Laporan Hasil Fasilltasl Bulan Lagoran 8 10 - "
Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bhaktl Gotong Royong Masyarakat

lah il Fasili

Jumilah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim JPL:: aeroa:k::;e: a::::l pe:s'::::i an
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Panggerak PKK dalam Penyelenggaraan GeraESan P :ﬂa kat i
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan |Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Y 2 Dokumen 300 50 100 150

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

dan Kesejahterazn
Keluarga

Kesejahteraan
Keluarga dibagi Total Jumiah PKK dikafi 100
%




